SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
dasar secara minimal bagi masyarakat dengan
menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan perlu
perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk
mencapai standar pelayanan minimal yang efektif;

b. bahwa standar pelayanan minimal merupakan acuan
atau pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan
peningkatan mutu pelayanan baik pemerintahan
maupun sosial kemasyarakatan sehingga perlu
Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan
Minimal,

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat
(2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana
Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun
2023 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi
dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1891);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Bupati adalah Bupati Kebumen.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwak
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjaai
kewenangan Daerah.

Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Pemerintahan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Perangkat
Daerah penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub urusan pengelolaan
keuangan dan asset Daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar
warga negara.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan
barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap
warga negara secara minimal.

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut
Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan
langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau
jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan
Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil
suatu program.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan
undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.



24. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa Perangkat Daerah Vi ap
bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar
yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah
pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung
pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

a. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang
sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah
Kabupaten Kebumen;

b. menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan
pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;

c. menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan
pencapaian SPM; dan

d. menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana progam, kegiatan yang
disertai pendanaan dalam menyusun target capaian SPM.

BAB III
PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA
Pasal 4

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan
sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.

(2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian
Pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait
Pelayanan Dasar.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Perangkat
Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar,
yang terdiri atas:

a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh
barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar warga negara secara minimal
sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;

b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah
sarana dan prasarana yang tersedia; dan

c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk
format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait
Pelayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses
penyusunan Renaksi Penerapan SPM.

(5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi
urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan
SPM bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi wurusan
pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
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BAB IV
INTEGRASI SPM
Pasal 5

Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke
dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan wajib terkait
layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat
Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Bappeda selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam
dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke
dalam dokumen APBD.

Bappeda selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan BPKPD selaku anggota
Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat
Daerah terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam
dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB YV
STRATEGI PENERAPAN SPM
Pasal 7

Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM
dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.

Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan
perumusan strategi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang
membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

Inspektorat Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun untuk periode 5 (lima) tahun.

Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;

b. bimbingan teknis penerapan SPM;

c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. konsultasi penerapan SPM.

Strategi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Strategi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat :

BAB I : Pendahuluan;

BABII : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;

BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan

BABV : Kesimpulan dan Saran.
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Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan da:
matriks Rencana Aksi Penerapan SPM yang berupa :

a. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;

b. Indikator Kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar
dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;

tahun dasar pelaksanaan;

pencapaian SPM;

inisiasi;

sumber pendanaan; dan

instansi pelaksana.

@ ™0 Qo0

Pasal 8

Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat
sebagai penerima manfaat.

Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM
pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.

Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Bagian Pemerintahan selaku  Sekretaris Tim Penerapan SPM dan
Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika
melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum
kemasyarakatan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9

Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan
SPM di Daerah.

Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan
kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 10

Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan
dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hubungan
masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 11

Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan
Penerapan SPM.

Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan
analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
triwulan empat.

Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 12 et
Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan
Dasar melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama di tingkat
pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi
https://spm.bangda.kemendagri.go.id.
Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara triwulan yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris
Tim Penerapan SPM.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13
Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari :
a. APBD; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan
dalam pemenuhan penganggaran Daerah.
Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan
pendanaan penerapan SPM yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a.
Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim
Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa
selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pendanaan
penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan
sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama
dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya
sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 27 Desember 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen

Pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

ttd.
AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19690809 199803 1 006




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan
Bupati Kebumen tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026, dapat diselesaikan
sesuai dengan ketentuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam
istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas
pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas
waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara
minimal. Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan pemetaan untuk
melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat.
Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten
Kebumen untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian
SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah
mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama stakeholder
yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi Penerapan
SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan
pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam

pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11
ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian
substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18
mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan
Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau
disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud
adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi: 1)
Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5)
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial.
Ke enam wurusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang
diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun
Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah
memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan
tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh
masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar
tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-
kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa,
standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan
petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena
penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM

masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman
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Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum
disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah,
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21
ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota
mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan

SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah
untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam
pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan
pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap
warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah
sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar
yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh
Pemerintahan Kabupaten Kebumen.

2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan
pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.

3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan
pencapaian SPM.

4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan
yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Kebumen dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya
aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen

pelayanan publik.

1.3. KONDISI UMUM WILAYAH
1.3.1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Kebumen adalah salah satu kabupaten yang berada di pesisir
selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan jarak dari Kabupaten Kebumen ke Pusat
Ibu Kota Provinsi sepanjang 162 km. Kabupaten Kebumen memiliki luas
wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km?, dengan kondisi

beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan
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sebagian besar merupakan dataran rendah. Kabupaten Kebumen terletak
antara 109°33'-109°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan. Batas-

batas administrasi wilayah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo
Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan
dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga
(RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas
109,29 km? atau 8,53% dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km?
atau 7,82% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Keduanya berada di
bagian utara Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil
adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km?2 atau setara dengan 1,52% dari
keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Batas wilayah administrasi Kabupaten

Kebumen dapat dilihat pada gambar berikut :
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1.3.2. Topografi

Dilihat dari kondisi topografinya, sekitar 61% wilayah Kabupaten
Kebumen berada pada ketinggian 0-997,5 meter yaitu berupa pantai, dataran
rendah dan kawasan perbukitan. Kemiringan tanah di Kabupaten Kebumen
dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:
a) Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen

yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar 52,26%;




b) Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau
4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;

c) Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar atau
17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan

d) Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 hektar

atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.
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1.3.3. Hidrologi

Sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan dan air
tanah. Terdapat tiga cekungan tanah yang meliputi Cekungan Air Tanah
Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo dan Cekungan Air
Tanah Kroya. Wilayah Kabupaten Kebumen dilalui oleh beberapa sungai/kali
yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) antara lain Ijo, Luk Ulo,
Telomoyo dan Wawar. Kondisi hidrologi dan geografi, dengan adanya Cekungan
Air Tanah (CAT) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kebumen
berpotensi terjadinya banjir di beberapa tempat di Kecamatan Adimulyo,
Kecamatan Puring, Kecamatan Ayah dan Kecamatan Bonorowo. Selain sungai,
tanah di Kabupaten Kebumen juga mengeluarkan banyak mata air yang
mengalir sepanjang tahun yang berada di 16 (enam belas) kecamatan yaitu
Kecamatan Buayan, Pejagoan, Sruweng, Ayah, Rowokele, Kutowinangun,
Prembun, Karanggayam, Karanganyar, Kebumen, Alian, Padureso,
Karangsambung, Sadang, Sempor dan Poncowarno. Potensi mata air terbesar
berada di Kecamatan Buayan dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) mata air.

Sedangkan potensi air baku di Kabupaten Kebumen terdapat di DAS Wawar,
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DAS Luk Ulo, DAS Telomoyo, DAS Ijo dan Mata Air. Sebaran DAS di Kabupaten

Kebumen tersaji dalam peta di bawah ini:

T ——y—— ~— —
PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI KABUPATEN KEBUMEN
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Sumber: BAPPEDA, Peta Revisi RTRW, 2018

1.3.4. Demografi

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan melalui portal
gis.dukcapil. kemendagri.go.id, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen Tahun
2022 adalah 1.421.143 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi laki-laki
sebanyak 720.789 jiwa dan perempuan sebanyak 700.354 jiwa dengan jumlah
Kepala Keluarga (KK) sebanyak 466.372 KK. Penduduk terbanyak berada di
Kecamatan Kebumen sebanyak 135.338 jiwa (9,52%), diikuti dengan
Kecamatan Sempor sebanyak 72.509 jiwa (5,10%), dan Kecamatan Alian
sebanyak 70.093 jiwa (4,93%). Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk
terendah di Kabupaten Kebumen adalah Kecamatan Padureso sebanyak
17.286 jiwa (1,22%), diikuti dengan Poncowarno sebanyak 19.418 jiwa (1,37%),
dan Bonorowo sebanyak 22.503 jiwa (1,58%).

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Jumlah
No Kecamatan Ji Per
Laki-laki | Perempuan (Jiwa) Kecamatan
1 | Ayah 34.135 33.236 67.371 4,74
2 | Buayan 35.039 33.688 68.727 4,84




Jenis Kelamin (Jiwa) Persentase

No Kecamatan Jul.nlah Per
Laki-laki | Perempuan (Jiwa) Kecamatan
3 | Puring 33.422 32.690 66.112 4,65
4 | Petanahan 31.658 31.031 62.689 4,41
S | Klirong 33.667 32.674 66.341 4,67
6 | Buluspesantren 31.163 30.073 61.236 4,31
7 | Ambal 33.495 32.108 65.603 4,62
8 | Mirit 28.312 27.351 55.663 3,92
9 | Prembun 14.971 14.837 29.808 2,10
10 | Kutowinangun 25.318 24.509 49.827 3,51
11 | Alian 35.756 34.337 70.093 4,93
12 | Kebumen 68.469 66.869 135.338 9,52
13 | Pejagoan 29.045 27.935 56.980 4,01
14 | Sruweng 32.236 31.625 63.861 4,49
15 | Adimulyo 19.373 19.427 38.800 2,73
16 | Kuwarasan 26.919 25.846 52.765 3,71
17 | Rowokele 26.987 26.426 53.413 3,76
18 | Sempor 36.764 35.745 72.509 5,10
19 | Gombong 25.155 25.319 50.474 3,55
20 | Karanganyar 19.382 19.045 38.427 2,70
21 | Karanggayam 31.752 30.453 62.205 4,38
22 [ Sadang 12.308 11.620 23.928 1,68
23 | Bonorowo 11.482 11.021 22.503 1,58
24 | Padureso 8.750 8.536 17.286 1,22
25 | Poncowarno 9.897 9.521 19.418 1,37
26 | Karangsambung 25.335 24.432 49.766 3,50
720.789 700.354 1.421.143 100

Sumber: gis.dukcapil. kemendagri.go.id, 2022
Kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2022 tercatat

sebanyak 1.109,30 jiwa/km?2. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi
yaitu Kecamatan Kebumen dengan kepadatan penduduk mencapai 3.219,27
jiwa/km?, diikuti dengan Kecamatan Gombong 2.591,07 jiwa/km? dan
Kecamatan Kutowinangun sebanyak 1.477,23 jiwa/km?. Adapun wilayah
dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu di Kecamatan Sadang
dengan kepadatan penduduk sebanyak 441,23 jiwa/km?2, diikuti oleh

Kecamatan Karanggayam sebanyak 569,17 jiwa/km? dan Kecamatan Padureso
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sebanyak 597,10 jiwa/km?2. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa
wilayah kota memiliki kecenderungan lebih padat dibandingkan wilayah
perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, sebaran penduduk di

Kabupaten Kebumen terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

Kondisi topografi yang beragam dan wilayah geologis yang dilewati
cincin api, mengakibatkan potensi bencana alam di Kabupaten Kebumen
cukup tinggi. Beberapa ancaman potensi bencana yang dapat terjadi di
Kabupaten Kebumen antara lain gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan
lahan, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca dan gelombang ekstrem serta
abrasi. Bencana banjir sering terjadi di Kecamatan Adimulyo, Kebumen,
Karanganyar, Buayan, Sruweng, Pejagoan, Prembun, Alian, Mirit dan Puring.
Banjir dengan luas genangan dan durasi yang besar umumnya terjadi karena
adanya tanggul sungai atau saluran irigasi yang jebol. Bencana banjir dengan
klasifikasi tinggi sebesar 11,5%, klasifikasi sedang sebesar 21,7% dan
klasifikasi rendah sebesar 66,8%. Selain itu, Kabupaten Kebumen memiliki
potensi sekitar 18,66% yang rawan banjir bandang. Bencana banjir terbesar
yang terjadi pada tahun 2022 yaitu di Desa Wadasmalang Kecamatan
Karangsambung pada 9 Oktober 2022. Bencana ini terjadi akibat hujan
dengan intensitas lebat sehingga menyebabkan air sungai Kedung Bener
meluap ke permukiman warga. Dampak dari kejadian bencana ini
menggenangi 18 (delapan belas) rumah warga dengan kerugian sebesar Rp
250.000.000,00 dan 1 (satu) orang meninggal dunia.

Berdasarkan topografi wilayah, Kebumen bagian utara cenderung terjal
dan sangat terjal. Tingginya frekuensi kejadian longsor, mengakibatkan
bencana tanah longsor sebagai salah satu prioritas dalam kesiapsiagaan dan
penanganan bencana. Berdasarkan potensi bencana wilayah Kabupaten
Kebumen dibagi menjadi 3 kategori. Bahaya longsor dengan klasifikasi tinggi
luasnya mencapai 38.589,87 Ha atau 30,1%, bahaya longsor dengan klasifikasi
sedang luasnya 24.663,87 Ha atau 19,3%, dan bahaya longsor dengan
klarifikasi rendah luasnya 64.857,75 Ha atau 50,6% dari luas keseluruhan
Kabupaten Kebumen. Ancaman bencana longsor banyak terjadi pada wilayah
kecamatan yang memiliki topografi perbukitan dengan lereng yang terjal
seperti di Kecamatan Alian, Sadang, Rowokele, Ayah, Buayan, Sempor,
Padureso dan Karanggayam. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten
Kebumen Tahun 2022 yaitu di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah. Bencana ini
menimpa permukiman penduduk dengan kerugian mencapai Rp 240.000.000

dan 2 (dua) orang meninggal dunia.




Ancaman bencana lain yang ada di Kabupaten Kebumen yaitu
gelombang ekstrem dan abrasi di wilayah pesisir. Wilayah dengan bahaya
gelombang ektrem dan abrasi tinggi luasnya mencapai 620,18 Ha atau 0,48%.
Wilayah dengan bahaya sedang luasnya 280,74 Ha atau 0,22%. Sedangkan
wilayah dengan bahaya rendah luasnya mencapai 479,79 Ha atau 0,37% dari
total wilayah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data kejadian gelombang
pasang dan abrasi, wilayah pesisir Kabupaten Kebumen yang pernah
terdampak bencana gelombang ekstrem dan abrasi antara lain Kecamatan
Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Buayan dan Ayah.
Warga terdampak paling banyak adalah nelayan dan pedagang yang ada di
sekitar pantai. Bahaya gelombang ekstrem dan abrasi berorientasi pada
wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan laut. Kejadian gelombang
tinggi antara 4 — 6 meter terjadi di Pantai Selatan Kebumen pada Agustus
2022, tepatnya di wilayah Pantai Suwuk dan Setrojenar. Kejadian ini
mengakibatkan 100 warung semi permanen mengalami kerusakan namun

tidak mengakibatkan korban jiwa.
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1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. PDRB

Jika dilihat dari nilai PDRB berdasarkan lapangan usaha Atas
Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, diketahui bahwa nilai PDRB
ADHK tahun 2022 sebesar 21.425.793,42 miliar rupiah meningkat dari
tahun 2021 sebesar 20.253.059,43 miliar rupiah.




Tabel 1. 2

PDRB Kabupaten Kebumen 2018-2022

PDRB Seri 2010
Menurut
Lapangan Usaha

PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

(Juta Rupiah)

2018

2019

2020

2021

2022

A. Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan

4.062.872,24

4.040.876,86

4.055.807,44

4.239.152,12

4.189.036,42

B. Pertambangan
dan Penggalian

797.139,28

822.954,34

842.752,08

850.877,10

851.047,28

C. Industri
Pengolahan

3.674.033,78

3.937.651,39

3.963.952,93

4.085.490,86

4.365.019,99

D. Pengadaan
Listrik dan Gas

14.353,08

15.386,85

15.630,46

16.349,67

17.182,85

E. Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

10.242,63

10.696,48

10.968,55

11.100,23

11.209,74

F. Konstruksi

1.363.384,02

1.432.590,22

1.385.896,59

1.472.570,77

1.599.211,86

G. Perdagangan
Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

3.136.740,48

3.365.541,07

3.237.426,24

3.440.109,19

3.496.212,35

H. Transportasi
dan Pergudangan

871.456,93

939.299,67

727.555,62

749.636,55

1.187.864,85

I. Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum

433.326,51

472.854,53

440.494,34

466.497,25

598.582,34

J. Informasi dan
Komunikasi

565.998,28

652.458,93

745.170,06

790.000,20

808.565,21

K. Jasa Keuangan
dan Asuransi

513.607,34

527.338,87

538.860,89

548.322,26

561.273,86

L. Real Estate

268.515,73

286.827,46

286.655,36

290.795,36

310.394,97

M,N. Jasa
Perusahaan

66.184,97

72.877,75

67.436,49

69.000,92

71.981,76

0. Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib

598.428,66

622.066,59

613.989,23

623.610,44

631.717,38

P. Jasa Pendidikan

1.649.453,69

1.785.398,27

1.780.474,28

1.781.437,98

1.806.021,82

Q. Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial

222.666,84

243.509,75

270.855,89

271.484,78

276.930,60

R,S,T,U. Jasa
Lainnya

529.644,04

586.733,59

543.738,50

546.623,75

643.540,14

PRODUK
DOMESTIK
REGIONAL BRUTO

18.778.048,50

19.815.062,62

19.527.664,95

20.253.059,43

21.425.793,42

Sumber: BPS Kab. Kebumen 2022

2. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi riil keberhasilan aktivitas

ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Secara umum selama periode

Tahun 2018-2022 pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Kebumen memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sebesar 5,79%

meningkat

dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,69%. Apabila dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi

Jawa Tengah dan nasional,

Pertumbuhan
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ekonomi Kabupaten Kebumen lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa

Tengah dan Nasional.

5,53 5,79
5,17 53
2018 2022

== Nasional Jawa = Kebumen

Sumber : BPS 2022

Tahun 2022, berdasarkan angka realisasi, hampir seluruh lapangan
usaha mengalami pertumbuhan signifikan. Pertumbuhan tertinggi ada pada
lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu 58,46%, disusul oleh
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 28,31%, dan Jasa Lainnya
sebesar 17,73%. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif yakni
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar - 1,18%. Lapangan usaha
transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum dapat tumbuh sejalan
dengan masa pemulihan pasca pandemic Covid-19. Hal ini yang mendorong
masyarakat untuk kembali beraktivitas secara normal dan melakukan

perjalanan antar daerah.

1.4. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi
Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang
ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan,
sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan
evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1)
dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses
perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu
strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang
dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah

adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada pada
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perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan
dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM.
Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan
Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang
berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam
upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi
Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan
yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah,
baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang
sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku
pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan
SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan

dan Dokumen Anggaran;

2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja

Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
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BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Kebumen 2021-2026

terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.1.1. Bidang Pendidikan
Tabel 2. 1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Kabupaten SPM Bidang Pendidikan Pagu Anggaran SPM Realisasi Anggaran
Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan (Rp) SPM (Rp)
Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan
tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar
Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan
Jumlah Total Yang | Jumlah Orang Capaian Jumlah Total Jumlah Orang Capaian Jumlah Total Jumlah Capaian (%)
Harus Dilayani Terlayani (%) Yang Harus Terlayani (%) Yang Harus Orang
Dilayani Dilayani Terlayani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KEBUMEN 42.238 43.148 102,16 196.638 196.146 99,75 1.025 1.025 100 219.505.486.000 208.947.823.670

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kebumen Tahun 2022
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2.1.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2. 2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Kabupaten SPM Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Ibu Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Pada
Bersalin Lahir Usia Pendidikan Dasar Usia Produktif Usia Lanjut
Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah ICapaian
Total Yang Orang (%) Total Yang Orang (%) Total Yang Orang (%) Total Yang Orang (%) Total Yang Orang (%) Total Yang Orang (%) Total Yang Orang (%)
Harus Terlayani Harus Terlayani Harus Terlayani Harus Terlayani Harus Terlayani Harus Terlayani Harus Terlayani
Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KEBUMEN 17.559 17.549 99,93 17559 17.549 99,93 17.552 17.412 99,20 97.100 93.463 96,25 186.457 |186.457 100 586.118 |522.145 89,08 174.927 163.371 93,38
SPM Bidang Kesehatan Pagu Anggaran Realisasi
SPM (Rp) Anggaran SPM
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Pelayanan Kesehatan Penderita Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan
Hipertensi Diabetes Melitus Gangguan Jiwa Berat Tuberkolosis Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus
Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan
Pencegahan/ Preventif.
Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Total Jumlah Capaian (%)
Total Yang Orang (%) Total Orang (%) Total Orang (%) Total Yang Orang (%) Yang Harus Orang
Harus Terlayani Yang Terlayani Yang Terlayani Harus Terlayani Dilayani Terlayani
Dilayani Harus Harus Dilayani
Dilayani Dilayani
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
89.175 87.026 97,51 12.000 11.858 98,81 4.188 4.033 96,30 13.624 13.624 100 22.318 22.318 100 23.895.582.000 21.075.670.490
Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kebumen Tahun 2022




2.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2. 3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Kabupaten SPM Bidang Pekerjaan Umum Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik SPM (Rp) SPM (Rp)
Jumlah Total Yang Harus Jumlah Orang Capaian Jumlah Total Yang Jumlah Orang Capaian
Dilayani Terlayani (%) Harus Dilayani Terlayani (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KEBUMEN 461.823 447.218 96,84 354.807 277.795 78,29 12.942.990.000 12.942.990.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kebumen Tahun 2022

2.1.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2. 4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Kabupaten SPM Bidang Perumahan Rakyat Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi SPM (Rp) SPM (Rp)
Bagi Korban Bencana Daerah Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah
Daerah
Jumlah Total Yang Jumlah Orang Capaian Jumlah Total Yang Jumlah Orang Capaian
Harus Dilayani Terlayani (%) Harus Dilayani Terlayani (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KEBUMEN 21 21 100 23 23 100 4.267.551.000 4.267.551.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kebumen Tahun 2022
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2.1.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. 5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Kabupaten SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pagu Anggaran Realisasi
Pelayanan Ketentraman dan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Pelayanan Pencegahan dan Pelayanan Penyelamatan dan Pelayanan Penyelamatan dan S}E i Angga}l;an SEI
Ketertiban Umum Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Evakuasi Korban Bencana Evakuasi Korban Kebakaran (Rp) (Rp)
Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah [ Capaian Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian
Total Yang Orang (%) Total Yang Orang (%) Total Yang Orang (%) Total Yang Orang (%) Total Yang Orang (%)
Harus Terlayani Harus Terlayani Harus Terlayani Harus Terlayani Harus Terlayani
Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KEBUMEN 1 1 100 726.453 726.453 100 2.902 2.902 100 22.099 22.099 100 50 50 100 5.752.587.000 5.752.587.000
Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kebumen Tahun 2022

2.1.6. Bidang Sosial

Tabel 2. 6 Kondisi Capaian SPM Bidang Trantibum di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Kabupaten SPM Bidang Sosial Pagu Anggaran Realisasi
SPM Anggaran SPM
(Rp) (Rp)
Rehabilitasi Sosial Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar Terlantar Diluar Panti Usia Terlantar Diluar Panti Khususnya Gelandangan dan Pada Saat Tanggap dan Paska
Diluar Panti Pengemis Diluar Panti Bencana Bagi Korban Bencana
Daerah
Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah | Capaian Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian
Total Yang Orang (%) Total Yang Orang (%) Total Yang Orang (%) Total Yang Orang (%) Total Yang Orang (%)
Harus Terlayani Harus Terlayani Harus Terlayani Harus Terlayani Harus Terlayani
Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KEBUMEN 723 720 99,59 130 130 100 195 195 100 125 125 100 1500 1500 100 2.335.610.000 2.326.718.134

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kebumen Tahun 2022
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2.2. Permasalahan Pemenuhan SPM

Kabupaten Kebumen ditemukan beberapa permasalahan,

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM

berikut :

2.2.1. Bidang Pendidikan

2.2.2.

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib

pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai

permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM,

yaitu sebagai berikut:

1)

2)

4)

Sebagian peserta didik baru kelas I jenjang SD/MI masih berusia
di bawah 7 tahun (5-6 tahun);

Penduduk yang tidak bersekolah wusia 7-15 tahun karena
keinginan sendiri (kemauan bersekolah rendah) sangat sulit
dikembalikan lagi untuk bersekolah;

Faktor kemiskinan dan perpindahan penduduk Kebumen yang
bekerja di luarkota membawa serta anak dan keluarga keluar dari
Kebumen; dan

Pernikahan usia dini.

Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan

urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah

dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi

dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Keterbatasan SDM (Petugas dengan beban tugas rangkap);
Keterbatasan Anggaran;

Kehamilan yang tidak diinginkan, sosial budaya (percaya dukun);
Masih ada persalinan yang ditolong sendiri/keluarga dan oleh
dukun bayi karena kehamilan yang disembunyikan;

Kematian bayi usia prenatal (1 minggu pertama) sehingga tidak
tercapai KN 3 (28 hari);

Mobilitas balita sehingga tidak rutin ditimbang, belum adanya
integrasi antara SDIDTK dengan TK PAUD;

Keluarga ODGJ memilih pengobatan alternatif, ODGJ sulit minum
obat, kondisi keluarga menerima ODGJ apa adanya sehingga
enggan berobat dan dianggap tidak mengganggu;

Integrasi antar program belum optimal;

Kesadaran masyarakat utamanya daerah dataran tinggi enggan

di

sebagai
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2.2.3.

2.2.4.

dicek kesehatannya karena merasa sehat dan tidak ada keluhan;
10) Jumlah sasaran sangat banyak;
11) Kurang peran desa menggerakan masyarakat; dan
12) Pelaporan dari Balai Pengobatan Swasta/klinik belum optimal,

belum semua penderita terlapor.

Bidang Pekerjaan Umum
Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum

mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih
terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian
SPM, adalah sebagai berikut:
1) Terbatasnya sumber air bersih yang layak; dan
2) Masih banyak masyarakat yang belum punya tangki septik yang

standar/SNI (+/- 25%) sehingga pengolahan lumpur tinja belum

maksimal.

Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum
mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih
terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian

SPM, adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya koordinasi dan kolaborasi dalam pengumpulan data
antar stakeholder antara lain: Dinas Sosial, BPBD, Baznas dan
CSR;

2) Belum adanya DED dalam perencanaan rehabilitasi dan
pembangunan rumah bagi korban bencana;

3) Penanganan rumah korban bencana dilaksanakan pada tahun
N+1 melalui proses Perencanaan dalam dokumen perencanaan
daerah dan penganggaran dalam APBD, sehingga penanganan
rumah korban bencana tidak dapat dilaksanakan pada Tahun N;

4) Terdapat Data Rumah Korban Bencana yang tidak siap Lahan
layak huni untuk dilakukan relokasi Pembangunan Baru Rumah
bagi Korban Bencana Alam;

5) Pembangunan / rehabilitasi rumah, banyak dilakukan dilokasi
yang sulit dijangkau oleh kendaraan, sehingga perlu tenaga dan

biaya lebih untuk lansir material.
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2.2.5.

2.2.6.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum
mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih
terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian
SPM, adalah sebagai berikut:

1) Belum semua warga masyarakat memahami terhadap pelayanan
ganti rugi akibat penegakan Perda.

2) Belum seluruh wilayah Kabupaten terjangkau respon time 15
menit.

3) Belum dilakukan pendataan by-name by-address terhadap
penduduk yang berada di wilayah rawan bencana, yang
disebabkan banyaknya desa yang berada di daerah rawan
bencana, yaitu sejumlah 244 desa, dengan jumlah penduduk
sebanyak 242.151 KK, sehingga dengan asumsi per KK terdiri
atas 3 jiwa, maka junlah menduduk sasaran layanan SPM Sub

urusan bencana sejumlah 726.543 jiwa.

Bidang Sosial
Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke

arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam

pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitasi sosial
terutama Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

2) Sasaran rehabilitasi sosial adalah kelompok rentan, seperti
lanjut usia, anak terlantar dan pengemis serta orang terlantar
rentan sering terjadi meninggal dunia dan pindah alamat
mengikuti keluarga dan sanak saudara ataupun merantau
mencari pekerjaan, sehingga berdampak pada tidak tercapainya
target sasaran SPM.

3) Kejadian bencana kadang tidak bisa diprediksi.

4) Jangkauan lokasi bencana tersebar di hampir seluruh wilayah
Kabupaten Kebumen.

5) Jumlah bantuan terhadap korban bencana sangat terbatas.
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BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pilihan
strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan
pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung
alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan

sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program,
kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1 |Program SPM Kegiatan pemenuhan 1 | Pendataan anak usia dini [Peserta didik
Pendidikan Anak layanan dasar SPM untuk keperluan identifikasi
Usia Dini PAUD kebutuhan daya tampung

layanan untuk anak usia 5
(lima) tahun sampai
dengan 6 (enam) tahun

2 | Penyelenggaraan sosialisasi | Kegiatan
pentingnya pendidikan anak
usia dini kepada
masyarakat paling sedikit 2
(dua) kali per tahun

3 | Pengadaan bantuan biaya |Peserta Didik
pendidikan kepada Peserta
Didik dari keluarga tidak
mampu agar mendapat
layanan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 6 (enam)
bulan

4 | Penyediaan layanan Peserta Didik
pendidikan  anak usia
dini paling sedikit 1 (satu)
satuan pendidikan anak
usia dini di setiap desa

5 | Penyediaan layanan Peserta Didik
pendidikan di wilayah yang
kekurangan daya tampung

6 | Penyediaan layanan Peserta Didik
pendidikan di wilayah yang
ditetapkan sebagai daerah
terdepan, terluar dan

tertinggal
Kegiatan pemenuhan 1 | Pemberian layanan Kegiatan
kualitas dan pendampingan bagi satuan
pemerataan layanan pendidikan anak usia dini
satuan paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 6 (enam) bulan

2 | Fasilitasi pertemuan Kegiatan
guru/pendidik dalam
wadah berbasis komunitas
untuk meningkatkan
kualitas layanan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6
(enam) bulan

21



No

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

3

4

5

Sosialisasi kepada satuan
pendidikan mengenai
kualitas layanan
pendidikan anak usia dini
yang dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun ajaran

Kegiatan

Pemeriksaan kondisi
bangunan sarana dan
prasarana satuan
pendidikan secara periodik
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun ajaran

Kegiatan

Pemeliharaan dan perbaikan
terhadap kondisi sarana
dan prasarana pendidikan
yang rusak

Kegiatan

Kegiatan pemenuhan
jumlah pendidik dana
tenaga kependidikan

Pemetaan dan penataan
penempatan untuk
pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun

Pendidik dan
tenaga
kependidikan

Pendistribusian pendidik
dan tenaga kependidikan
yang berkualitas untuk
pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan

Pendidik dan
tenaga
kependidikan

Pengajuan formasi guru
ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan
Perundang-Undangan

Guru

Penyediaan guru
pembimbing khusus paling
sedikit 1 (satu) orang pada
satuan pendidikan yang
menyelenggarakan
pendidikan inklusif

Kegiatan

Penempatan lulusan
pendidikan dan pelatihan
calon kepala
sekolah/lulusan guru
penggerak sebagai kepala
Sekolah

Kegiatan

Penempatan lulusan
pendidikan dan pelatihan
calon pengawas sekolah/
lulusan guru penggerak
sebagai pengawas sekolah

Kegiatan

Pemetaan kecukupan

jumlah pengawas sekolah
atau penilik untuk satuan
pendidikan anak usia dini

Pengawas atau
penilik

Kegiatan pemenuhan
kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan

Peningkatan kualifikasi dan
kompetensi bagi pendidik
dan tenaga kependidikan
yang belum memenuhi
kualifikasi dan kompetensi
vang dipersyaratkan

Kegiatan

Beasiswa atau bantuan
biaya pendidikan dalam
peningkatan kualifikasi dan
kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan

Pendidik dan
tenaga
kependidikan

Fasilitasi kepala sekolah
atau guru yang belum
memiliki sertifikat guru
penggerak untuk mengikuti
pendidikandan pelatihan
guru penggerak

Kegiatan

Program SPM
Pendidikan Dasar

Kegiatan pemenuhan
layanan dasar SPM
(SD/SMP/MI/MTs/
Paket A/Paket B)

Pendataan warga negara
usia 7 (tujuh) sampai
dengan 15 (lima belas)
tahun yang tidak
bersekolah

Peserta didik

Pemberian biaya
pendidikankepada Peserta
Didik dari keluarga tidak
mampu sampai lulus

Peserta didik

Penyediaan layanan
pendidikan di wilayah yang
kekurangan daya tampung

Peserta didik

Penyediaan layanan
pendidikan di wilayah yang
ditetapkan sebagai daerah
terdepan, terluar, dan
tertinggal

Peserta didik
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No

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

3

F

5

Kegiatan pemenuhan
kualitas dan
pemerataan hasil
belajar Peserta Didik
(SD/SMP/MI/MTs/
Paket A/Paket B)

Pembentukan komunitas
belajar dan memastikan
guru, kepala sekolah, dan
pengawas sekolah terlihat
aktif dalam komunitas
tersebut

Unit komunitas

Pelatihan /seminar/
lokakarya penguatan
kompetensi kepala sekolah
dan guru

Kegiatan

Kegiatan pemenuhan
kualitas dan
pemerataanlayanan
(SD/SMP/MI/
MTs/Paket A/Paket B)

Pemberian layanan
pendampingan kepada
satuan pendidikan untuk
mencegah perundungan
kekerasan pada anak
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan

Kegiatan

Pemeriksaan kondisi
bangunan sekolah dasar
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun

Kegiatan

Perbaikan terhadap
kondisi bangunan satuan
pendidikan yang rusak
sedang dan rusak berat

Kegiatan

Sosialisasi kepada satuan
pendidikan mengenai
peningkatan kualitas
layanantermasuk
pentingnyainklusivitas dan
kebinekaan untuk
mencegah diskriminasi
terhadap ekonomi, gender,
fisik, agama, suku, dan
budaya kepada satuan
pendidikan paling sedikit
1 (satu) kali dalam 1
(satu)tahun ajaran

Kegiatan

Kegiatan pemenuhan
jumlah pendidik dan
tenaga kependidikan
(SD/SMP/Paket
A/PaketB)

Pemetaan dan penataan
penempatan untuk
pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun

Pendidik dan
tenaga
kependidikan

Pendistribusian pendidik
dan tenaga kependidikan
yangberkualitas untuk
pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan

Pendidik dan
tenaga
kependidikan

Pengajuan formasi guru
ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan

Guru

Penyediaan guru
pembimbingkhusus paling
sedikit 1 (satu) orang pada
satuan pendidikan yang
menyelenggarakan
pendidikan inkusif

Kegiatan

Penempatan lulusan
pendidikan dan pelatihan
calon kepala
sekolah/lulusan guru
penggerak sebagai kepala
sekolah

Kegiatan

Penempatan lulusan
pendidikan dan pelatihan
calon pengawas sekolah/
lulusan guru penggerak
sebagai pengawas sekolah

Kegiatan

Pemetaan kecukupan
jumlah pengawas sekolah
untuk satuan pendidikan

Pengawas

Kegiatan pemenuhan
kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan
(SD/SMP/Paket

A /Paket B)

Peningkatan kualifikasi
dankompetensi bagi
pendidik dan tenaga
kependidikan yang belum
memenuhi kualifikasi dan
kompetensi yang
dipersyaratkan

Kegiatan

Pemberian beasiswa atau
bantuan biaya pendidikan
dalam peningkatan
kualifikasi dan kompetensi
pendidik dan tenaga
kependidikan

Pendidik dan
tenaga
kependidikan
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No

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

3

4

5

Fasilitasi kepala sekolah
atau guru yang belum
memiliki sertifikat guru
penggerak untuk
mengikuti pendidikan dan
pelatihan guru penggerak

Kegiatan

Program SPM
Pendidikan
Kesetaraan

Kegiatan pemenuhan
layanan dasar SPM
(Kesetaraan)

Pendataan warga negara
usia 7 (tujuh) sampai
dengan 15 (lima belas)
tahun yang tidak
bersekolah

Peserta didik

Pemberian biaya
pendidikan kepada Peserta
Didik dari keluarga tidak
mampu sampai lulus

Peserta didik

Penyediaan layanan
pendidikan di wilayah yang
kekurangan daya tampung

Peserta didik

Penyediaanlayanan
pendidikan di wilayah
yang ditetapkan sebagai
daerah terdepan, terluar,
dan tertinggal

Peserta didik

Kegiatan pemenuhan
kualitas dan
pemerataan hasil
belajar Peserta Didik
(Kesetaraan)

Pembentukan komunitas
belajar dan memastikan
guru, kepala sekolah, dan
pengawas sekolah terlihat
aktif dalam komunitas
tersebut

Unit komunitas

Pelatihan/seminar/
lokakarya penguatan
kompetensi kepala sekolah
dan guru

Kegiatan

Kegiatan pemenuhan
kualitas dan
pemerataan layanan
(Kesetaraan)

Pemberian layanan
pendampingan kepada
satuan pendidikan untuk
mencegah perundungan
kekerasan pada anak
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan

Kegiatan

Pemeriksaan kondisi
bangunan sekolah dasar
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun

Kegiatan

Perbaikan terhadap kondisi
bangunan satuan
pendidikan yang rusak
sedang dan rusak berat

Kegiatan

Sosialisasi kepada satuan
pendidikan mengenai
peningkatan kualitas
layanan termasuk
pentingnya inklusivitas
dan kebinekaan untuk
mencegah diskriminasi
terhadap ekonomi, gender,
fisik, agama, suku, dan
budaya kepada satuan
pendidikan paling sedikit

1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun ajaran

Kegiatan

Kegiatan pemenuhan
jumlah pendidik dan
tenaga kependidikan
(Kesetaraan)

Pemetaan dan penataan
penempatan untuk
pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun

Pendidik dan
tenaga
kependidikan

Pendistribusian pendidik
dan tenaga kependidikan
yang berkualitas untuk
pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan

Pendidik dan
tenaga
kependidikan

Pengajuan formasi guru
ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan

Guru

Penyediaan guru
pembimbing khusus paling
sedikit 1 (satu) orang pada
satuan pendidikan yang
menyelenggarakan
pendidikan inkusif

Kegiatan

Penempatan lulusan
pendidikan dan pelatihan
calon kepala
sekolah/lulusan guru
penggerak sebagai kepala
sekolah

Kegiatan
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No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN

1 2 3 4 5
6 | Penempatan lulusan Kegiatan
pendidikan dan pelatihan
calon pengawas
sekolah/lulusan guru
penggerak sebagai
pengawas sekolah

7 | Pemetaan kecukupan Pengawas
jumlah pengawas sekolah
untuk satuan pendidikan

Kegiatan pemenuhan 1 | Peningkatan kualifikasi Kegiatan
kualitas pendidik dan dan kompetensi bagi

tenaga kependidikan pendidik dan tenaga

(Kesetaraan) kependidikan yang belum

memenuhi kualifikasi dan
kompetensi yang

dipersyaratkan

2 | Pemberian beasiswa atau Pendidik dan
bantuan biaya pendidikan |tenaga
dalam peningkatan kependidikan

kualifikasi dan kompetensi
pendidik dan tenaga
kependidikan

3 | Fasilitasi kepala sekolah Kegiatan
atau guru yang belum
memiliki sertifikat guru
penggerak untuk
mengikuti pendidikan dan
pelatihan guru penggerak

3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No PROGRAM KEGIATA SUB KEGIATAN SATUAN
N
1 2 3 4 5
1. | Program pemenuhan| Kegiatan penyediaan 1 Pengelolan pelayanan kesehatan o
upaya kesehatan| hyanan kesehatan ibu hamil rang
perorangan dan un‘Fuk UKM dan UK Pengelolan pelayanan kesehatan
upaya Rujukan 2 ibubersalin Orang
kesehat Tingkat D h
rrijs ;:Iilat ingrat Daera 3 Pengelolan pelayanan kesehatan Oran
Y bayi baru lahir g
4 Pengelolan pelayanan kesehatan Oran
balita g
Pengelolan pelayanan kesehatan
S pada usia pendidikan dasar Orang
Pengelolan pelayanan kesehatan
6 pada usia produktif Orang
7 Pengelolan pelayanan kesehatan Oran
pada usia lanjut g
Pengelolan pelayanan kesehatan
8 Penderita Hipertensi Orang
Pengelolan pelayanan kesehatan
0 Penderita Diabetes Melitus Orang
10 Pengelolan pelayanan kesehatan Oran
orang dengan gangguan jiwa berat g
Pengelolan pelayanan kesehatan
11 orang terduga tuberkolusis Orang
Pengelolan pelayanan kesehatan
12 orang dengan resiko terinfeksi HIV Orang
Pengelolan pelayanan kesehatan
13 | bagi penduduk pada kondisi Dokumen
kejadian luar biasa (KLB)
Pengelolan pelayanan kesehatan
bagipenduduk terdampak krisis
14 kesehatan akibat bencana Dokumen
dan/atau berpotensi bencana
3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum
No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1. | Program pengelolaan Kegiatan pengelolaa 1 | Penyusunan rencana, kebijakan,| Dokumen
dan pengembangan | sistem penyediaan strategi dan teknis SPAM
sistem penyediaan air| air minum (SPAM) di 2 | Supervisi pembangunan/ Dokumen
minum daerah dan peningkatan/perluasan/perba
pengembangan ikan SPAM

3 | Pembangunan SPAM jaringan Liter/Detik
perpipaan di kawasan perkotaan
4 | Pembangunan SPAM jaringan SR
perpipaan kawasan perdesaan

5 | Peningkatan SPAM jaringan Liter/Detik
perpipaan di kawasan
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PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN

2 3 4 S5

perkotaan

6 | Peningkatan SPAM jaringan
perpipaan di kawasan
perdesaan

7 | Perluasan SPAM jaringan SR
perpipaan di kawasan perkotaan
8 | Perbaikan SPAM jaringan

perpipaan
di kawasan perdesaan

9 | Pembinaan dan pengawasan Penyelenggara
terhadap tarif air minum SPAM

10 | Pembinaan dan pengawasan Badan Usaha

terhadap penyelenggaraan SPAM
oleh badan usaha untuk
kebutuhan sendiri

11 | Pembinaan dan pengawasan Kelompok
Terhadap penyelenggaraan SPAM | Masyarakat
oleh pemerintah desa dan
kelompok masyarakat

12 | Fasilitasi penyiapan kerja sama Unit

SPAM

13 | Pembinaan dan pengawasan Unit
terhadap pelaksanaan kerja
sama SPAM

14 | Pengembangan SDM dan Penyelenggara
kelembagaan pengelolaan SPAM | SPAM

15 | Operasi dan pemeliharaan Unit
SPAM di kawasan perkotaan

16 | Operasi dan pemeliharaan Unit

SPAM di kawasan perdesaan

17 | Pembangunan baru SPAM Rumah
bukan jaringan perpipaan di Tangga
kawasan perdesaan

18 | Peningkatan SPAM bukan Unit
jaringan perpipaan di kawasan
perdesaan

19 | Perluasan SPAM jaringan Unit
perpipaan di kawasan
perdesaan

20 | Perbaikan SPAM jaringan Unit

perpipaan di kawasan perkotaan
21 | Perbaikan SPAM bukan jaringan| Unit
perpipaan di kawasan

perdesaan
Program pengelolaan | Kegiatan pengelolaan | 1 | Penyusunan rencana, kebijakan,| Dokumen
dan pengembangan pengembangan strategi dan teknis sistem
sistem air limbah sistem air limbah pengelolaan air limbah domestik
domestik dalam dalam daerah
daerah 2 | Supervisi pembangunan/ Dokumen

rehabilitasi/peningkatan/perlua
san sistem pengelolaan air
limbah domestik terpusat skala

kota
3 | Pembangunan/penyediaan Rumah
sistem pengelolaan air limbah Tangga

terpusat skala kota
4 | Rehabilitasi/peningkatan/perlu | Rumah

asan sistem pengelolaan air Tangga
limbah domestik terpusat skala
kota
5 | Pembangunan/penyediaan sub | Rumah
sistem pengolahan setempat Tangga
6 | Pembinaan teknik pengelolaan Orang

airlimbah domestik
7 | Sosialisasi dan pemberdayaan | Kelompok
masyarakat terkaitpenyediaan
sistem pengelolaan airlimbah
domestik

8 Pengembangan SDM dan Unit
kelembagaan pengelolaan air
limbah domestik

9 | Operasi dan pemeliharaan M2 /hari
sistem pengelolaan air limbah
domestik

10 | Supervisi pembangunan/ M2 /hari

rehabilitasi/peningkatan/
perluasan sistem pengelolaan
air limbah domestik terpusat
skala permukiman

11 | Pembangunan/penyediaan Orang
sistem pengelolaan air limbah
terpusat skala permukiman

12 | Penyediaan sarana Unit
pengangkutan lumpur tinja

13 | Penyediaan jasa penyedotan Dokumen
lumpur tinja

14 | Pembangunan/penyediaan Rumah
saranadan prasarana IPLT Tangga

15 | Rehabilitasi/peningkatan/perlu | Rumah
asansarana dan prasanana Tangga
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PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

3

4

5

IPLT

16

Supervisi pembangunan/
rehabilitasi/peningkatan/
perluasan sarana dan prasarana
IPLT

Dokumen

3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

2

3

F

5

Program
pengembangan
perumahan

Kegiatan pendataan
penyediaan dan
rehabilitasi rumah
korban bencana atau
relokasi program
kabupaten

Identifikasi perumahan di
lokasi rawan bencana atau
terkena relokasi program
kabupaten

Dokumen

Identifikasi lahan-lahan potensi
sebagai lokasi relokasi
perumahan

Dokumen

Pengumpulan data rumah
korbanbencan kejadian
sebelumnya yang belum
tertangani

Dokumen

Pendataan tingkat kerusakan
rumah akibat bencana

Dokumen

Pendataan dan verifikasi
penerimarumah bagi korban
bencana alam atau terkena
relokasi programkabupaten

Dokumen

Pendataan rumah sewa milik
masyarakat, rumah susun
danrumah khusus

Dokumen

Kegiatan
pembangunandan
rehabilitasi rumah
korban bencana atau
relokasi program
kabupaten

Rehabilitasi rumah bagi
korban bencana

Unit Rumah

Penyusunan Site Plan
dan/atau Detail Engineering
Design (DED) bagi rumah
korban bencana ataurelokasi
program kabupaten

Dokumen

Pengadaan lahan untuk
pembangunan rumah bagi
korban bencana

Pembangunan rumah bagi
korban bencana

Unit Rumah

Pembangunan rumah khusus
beserta PSU bagi korban
bencana atau relokasi
program kabupaten

Unit Rumah

Operasional dan pemeliharaan
lingkungan perumahan pada
relokasi program kabupaten

Unit Rumah

3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

2

3

3

5

Program
peningkatan
ketentraman dan
ketertiban umum

Kegiatan penanganan
gangguan
ketentramandan
ketertiban umum
dalam 1 (satu) daerah

Pencegahan gangguan
ketentraman dan ketertiban
umum melalui Deteksi Dini
dan Cegah Dini, Pembinaan
dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan

Kasus

Penindakan atas gangguan
ketentraman dan ketertiban
umum berdasarkan Perda
dan Perkada melalui
Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa

Kasus

Koordinasi penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan
masyarakat tingkat
kabupaten

Dokumen

Pemberdayaan perlindungan
masyarakat dalam rangka
ketentraman dan ketertiban
Umum

Dokumen
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PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

3

F

5

Peningkatan kapasitas SDM
Satuan Polisi Pamong Praja
dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam
pelaksanaan tugas yang
bernuansa hak asasi manusia

Orang

Kerja sama antar lembaga
dan kemitraan dalam teknik
pencegahan penanganan
gangguan ketentraman dan
ketertiban umum

Dokumen

Pengadaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana
ketentraman dan ketertiban
Umum

Unit

Penyusunan SOP
ketentraman dan ketertiban
umum

Dokumen

Penyediaan layanan dalam
rangka dampak pencegahan
Perda danPerkada

Laporan

Kegiatan penegakan
peraturan daerah dan
peraturan bupati

Sosialisasi penegakan Perda
dan Perkada

Laporan

Pengawasan atas kepatuhan
terhadap pelaksanaan Perda
dan Perkada

Laporan

Penanganan atas pelanggaran
Perda dan Perkada

Laporan

Kegiatan pembinaan
penyidik pegawai
negeri sipil

Pengembangan kapasitas dan
karier PPNS

Laporan

Program
Penanggulangan
Bencana

Kegiatan pelayanan
informasi rawan
bencana

Penyusunan kajian resiko
bencanakabupaten

Dokumen

Sosialisasi, komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE)
rawan bencana kabupaten
(Per-Jenis Bencana)

Orang

Kegiatan pelayanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan
terhadap bencana

Penyusunan rencana
penanggulangan bencana
kabupaten

Dokumen

Pelatihan pencegahan dan
mitigasi bencana kabupaten

Orang

Pengendalian operasi dan
penyediaan sarana prasarana
kesiapsiagaan terhadap
bencanakabupaten

Dokumen

Penyediaan peralatan
perlindungan dan
kesiapsiagaanterhadap
bencana

Unit

Penguatan kapasitas kawasan
Untuk pencegahan dan
kesiapsiagaan

Dokumen

Penguatan kapasitas kawasan
untuk pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana

Kawasan

Penanganan pasca bencana
kabupaten

Pengembangan kapasitas Tim
Reaksi Cepat (TRC) bencana
kabupaten

Orang

Penyusunan rencana
kontijensi

Dokumen

10

Gladi kesiapsiagaan terhadap
bencana

Orang

11

Penyusunan rencana
penanggulangan kedaruratan
bencana

Dokumen

12

Pelatihan  keluarga tanggap
bencana alam

Keluarga

Kegiatan pelayanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana

Respon cepat kejadian luar
biasapenyakit/wabah zoonosis
prioritas

Laporan

Respon cepat darurat
bencanakabupaten

Dokumen

Pencarian, pertolongan dan
Evakuasi korban bencana
kabupaten

Orang

Penyediaan logistik
penyelamatan dan evakuasi
korban bencana kabupaten

Orang

Aktivasi sistem komando
penanganan darurat bencana

Laporan

Respon cepat bencana non
alam epidemik /wabah penyakit

Dokumen
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PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

3

F

5

Kegiatan penataan
sistemdasar
penanggulangan
bencana

Penyusunan regulasi
Penanggulangan bencana
kabupaten

Dokumen

Penguatan kelembagaan
bencanakabupaten

Dokumen

Kerja sama antar lembaga dan
kemitraan dalam
penanggulangan bencana
kabupaten

Dokumen

Pengelolaan dan pemanfaatan
sistem informasi kebencanaan

Dokumen

Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan
penanggulangan bencana

Laporan

Penanganan pasca bencana
kabupaten

Dokumen

Program
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan
Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

Kegiatan pencegahan,
pengendalian,
pemadaman,
penyelamatan dan
Penanganan bahan
berbahaya dan
beracun kebakaran
dalam daerah

Pencegahan kebakaran dalam
daerah kabupaten

Dokumen

Pemadaman dan
pengendalian kebakaran
dalam daerahkabupaten

Dokumen

Penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran dan non
kebakaran

Laporan

Penanganan bahan
berbahaya danberacun
kebakaran dalam daerah
kabupaten

Dokumen

Standarisasi sarana dan
prasarana pencegahan,
penanggulangan kebakaran
danalat pelindung diri

Unit

Pengadaan sarana dan
prasaranapencegahan,
penanggulangankebakaran
dan alat pelindung diri

Dokumen

Pembinaan aparatur
pemadamkebakaran

Dokumen

Pengelolaan sistem komunikasi
dan informasi kebakaran
dan penyelamatan (SKIK)

Unit

Penyelenggaraan kerja sama
dan koordinasi antar daerah
berbatasan, antar lembaga,
dan kemitraan dalam
pencegahan, penanggulangan,
penyelamatan kebakaran dan
penyelamatan non kebakaran

Orang

10

Pelatihan keluarga tanggap
bencana rumah tangga

Dokumen

Kegiatan inspeksi
Peralatan proteksi
kebakaran

Pendataan sarana prasarana
proteksi kebakaran

Laporan

Penilaian sarana prasarana
proteksi kebakaran

Laporan

Kegiatan investigasi
kejadian kebakaran

Investigasi kejadian
kebakaran, meliputi
penelitian dan pengujian
penyebab kejadian kebakaran

Dokumen

Kegiatan
pemberdayaan
masyarakat dalam
pencegahan
kebakaran

Pemberdayaan masyarakat
dalam pencegahan dan
penanggulangan kebakaran
melalui sosialisasi dan
edukasi masyarakat

Orang

Pembentukan dan pembinaan
relawan pemadam kebakaran

Desa/
Kelurahan

Dukungan pemberdayaan
masyarakat/relawan
pemadam kebakaran melalui
penyediaan sarana dan
prasarana

Dokumen

Kegiatan
penyelenggaraan
operasipencarian dan
pertolongan terhadap
kondisi
membahayakan
manusia

Penyelenggaraan operasi
pencarian dan pertolongan
pada peristiwa yang menimpa,
membahayakan, dan/atau
Mengancam keselamatan
manusia

Laporan

Standarisasi sarana dan
prasarana pencarian dan
pertolongan terhadap kondisi
membahayakan manusia/
penyelamatan dan evakuasi

Dokumen

Pengadaan sarana dan
prasarana pencarian dan
pertolonganterhadap kondisi
membahayakan
manusia/penyelamatan dan

Unit
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No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 S
evakuasi
4 | Pembinaan aparatur Laporan
pencarian dan pertolongn
terhadap kondisi
membahayakan manusia
manusia/penyelamatan dan
evakuasi
3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial
No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1. Program Rehabilitasi | Kegiatan rehabilitasi 1 | Penyediaan permakanan Orang
Sosial sosial dasar 2 | Penyediaan sandang Orang
penyandang disabilitas
terlantar, anak . 3 | Penyediaan alat bantu Orang
terlantar, lanjut usia
terlantar, serta -
gelandangan pengemis 4 Peml?efrlan. pelayanan Orang
di luar panti sosial reunifikasikeluarga
5 | Pemberian bimbingan fisik, Orang
mental, spiritual, dan sosial
6 | Pemberian bimbingan sosial Orang
kepada keluarga penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar, serta gelandangan
pengemis dan masyarakat
7 | Fasilitasi pembuatan nomor Orang
induk kependudukan, akta
kelahiran, surat nikah, dan
kartu identitas anak
8 | Pemberian akses ke layanan Orang
pendidikan dan kesehatan
dasar
9 Pemberian layanan data dan Orang
pengaduan
10 | Pemberian layanan Orang
kedaruratan
11 | Pemberian pelayanan Orang
penelusuran keluarga
12 | Pemberian layanan rujukan Dokumen
2. | ProgramPenanganan | Kegiatan perlindungan | 1 | Penyediaan makanan Orang
Bencana sosial korban bencana 2 | Penyediaan sandang Orang
alam 3 | Penyediaan tempat Unit
penampungan pengungsi
4 | Penanganan khusus bagi Orang
kelompok rentan
5 | Pelayanan dukungan Orang
psikososial
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3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM
3.2.1. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan
Tabel 3. 1 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026

Pencapian SPM 2023 Pencapaian SPH 2024 Pencapaian SPM 2025 Pencapaicn SPM 2026
NO Indiktor Kinerja/ Jenis Layznan SPM Satuan Ta"[;'ézn;a' Penerima nisiasi | Sumber Pendanaan P‘e";‘:s":n‘a Penerima nisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Penerima Inisiasi |  Sumber Pendanaan [ nstansi Pelaksana| Penerima nisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana
Layanan | Realisasi L;C:‘"”a" Realisasi Anggaran Layanan | Realisasi L;::‘"”a" Realisasi Anggaran Layanan | Realisasi Lx:;“a" Realisasi Anggaran Layanan | Realisasi La”;g‘"“an Realisasi Anggaran
Dasar Dasar Dasar Desar
T P 3 0 56 7 8 9 i T 7 9 0 I3 5 T B g o Z 3 7 % % % 7 B ] El B ] B £l % %
[KabupatenKota
1) |Pendidikan Dasar Usia Dini 30| B3| B2 %231 %.23]] 815205000 OfAK Fisk dan DAK Non FisK)| Disdikporg @ 3.9% 9% |  3L108898000|  OJK Fiskdan DAK Non Fisk) Disdkpora] 39776 39779 39776) 3776|  3L1268%000]  OfAK Fisk dan DAK Non Fisk) Disdkpora| 40571 40571 20571} 20571 31128.898.000 O] Fisk dan DAK Non Fisk) Disdikporg
T |Penngkatan ProporsiJumieh Satuan PAUD Terakredias Mimal B % I EE| EE| EE [ E G EE]| 359) 0 EE EE EE 889 0 T B B [
7 |Pertumbufan penddi PAUD i SLDIV % o e e 6567 EG [ EEEE 67 867 0 I 9| 97 0 C ®17] W12 [
3 |Raso perganas sekolah rtuk PAUD % 2 i i 25 2 [ 25 5 25 2 0 ERE)| 75 E| 0 0 70 0 i [
5 indeks dstiusi guru % [ 075 075 075 E [ 00 0%0 030 0% 0 087 087 067| 087 0 [E 082 082 082 [
6 |Propors PTK bersertfkal GariPPG, % I EE 3 EE [ 3 EE 3 EE 0 EE EE EE EE] 0 EXE EE [
7 |Proporsi GTK penggerak % O£| 0,12 0,12 0,12 0,12 0of 0,12 0,12 0,12 0,12| 0] 0,42 0,42 042 0,42 0] 057| 0, 5—7| 0)
8 |Proporsi PTK dalam Diklat Teknis % 2,08 0,33 0,33 0,33 033 0of 0,33 0,33 0,33 0,33 0] 0,63 0,63 0,63] 0,63 0] 0,78 0, 7B| 0)
7). [Penditikan Dasar
sD 112777 |~ OpKFiskdan DAK NonFisi)| Disdkpora] nzﬁ‘ TI200]  125215666000] O] Fisk dan DAK Non Fisk) Disdkpora] 113013 113013 113013 nm—ml 26671459000 | O] Fisk dan DAK Non Fisk) Disdkpore] T13126) TI31%6|  126446319000| O Fisk dan DAK Non FisK)| Disdkpora|
1 [Kemampuan literasi Nilai 67,7) 0of 7823 78.23| 0] 78,38 8,3 78.38) 78,38) 0] 78,53 7853 0)
7 |Kemampuan numeras il S EE EE 5038 0| [ 053 053] g e 6068 B060| 5068 g en‘a;| EEE [
3 |Perbedaan skoreras Niai B EE 39 EE EE [ 05 5 g | 39 0 g EE | G| 37| [
3 |Perbedaan skor umerasi Niai 79 239 239 239 PE: [ 754 254 g 239 29 PE: 239 g 224 224 224 22 [
5| Indeks Kim keamanan Niai 7 Y T 1Y [ 9 29 g T T 14| T g na_n‘sa‘ 715{ EE| [
| Ideks Kim kebinekaan dan kuswias Niai W 0% 7099 0% 09 [ 711 71 g Y T2y L8 0 a7l ] 7L [
7 |Kecukupan fomasi quu ASN % 1 ™ 9 ™ 7 [ BE| B 25 ™ 0 030 7 7 ™ 0 3 ™ ™ 7 [
8 ndeks dstiousi guru % 0 079 079 079 079 [ u‘ 055 0 070 070 070) 070 0 085 085 085 E [
9 [Propors PTK berserikat % 559 94 X a4 B [ EEEE 9455 0 X EX %70 0 EE EE %8| EE [
10 [Propors PTK perggerak % 022 011 011 011 011] [ 026 026 026 026 0 041 041 041 041 0 056 056 056 El [
T [Pengalaman peathan guu % 397 X X 826 EF [ EEEE ERE .5 0 I B B 0 ELS B [
[svp 50887 60791| 60791 0 100[ 60913321000 OK Fisk dan DAK Non Fisi) Disdkpora] 63831 63831 63831 63831  52725736000]  OPK Fiskdan DAK Non Fisk) Disdkpora|  67022] 67022 67,022 67022|  5387L665000| O Fisk dan DAK Non Fisk) Disdkpora| 70373 T0373| 54207964000 O] Fisk dan DAK Non Fisk) Disdipora|
1 [Kemampuan literasi Nilai 791 84,12] 84,12] 84,12] 84,12 0of 84,27 84,27) 84.27] 84,27 0] 844 844 844 844 0] 84,57 84,57] 0)
2 [Kemampuan numerasi Nilai 50,41 61,72] 61,72] 61,72 61,72 0of 61,87] 61,87] 61,87 0] 62,0f 62,0f 62,0} 62,0] 0] 62,17] 62,17] 62,17 62, Z| 0)
3 |Perbedaan skor lterasi Nilai 444 373 373 373 373 0of 3,88 3,88 3,88 0] 3] 3] 37) 37 0] 3,58 3,58 3,58 358) 0)
4 |Perbedaan skor numerasi Nilai 121] 15] 19] 15| 15) 0of 165§ 1‘65| 1,65 0] 19] 19] 15) 15] 0] 1.35) 1.39) 1‘3-5{ 13| 0)
5 [Indeks iklim keamanan Nilai 76,03 7217 7217 7217 72.17) 0of 7232 23 0f 725) 725 72| 72)) 0f 7262 7262 7262 7262 0)
| Ideks Kim kebiekaan dan TKusias Nial su‘;‘_ms'_ma‘ EE| 5989 [ 7001 7001 [ 707 707 702 707 0 03 7031 T031] 703] b
7 |Kecukupan fomasi quru ASN % az‘z_1| By Gy 51_| Bl [ EGEEE EE 065, g EX 308 EE 08 g S| m‘s{ 0| [
B Indeks dstiousi guru % 061 058 058 058 [ [ 049 049 049 049 g [ [ 5 0 g 079 079 079 079 [
9 [Propors PTK berserikat. % 6524 @1 @1 01 0] [ I 025 0| 0 Y T 904 04 0 eua—auss‘ en‘s‘sl EE [
10 [Propors PTK perggerak % 039 o1 o1 o7 07| [ 032 032 032 03 0 [E [E [E [E 0 [ [ 082 082 [
T [Pengaamn peatnan guu % [ 598 X 99 EE [ EE G % 95| 0 701 701 0] 701 0 0 025 0| [
3)[Pendidian Keselaraan S E 03 @3 290657000 ONQDAUGanDAKNonFsK|  Disakpord £ o3 EH 3| 3221034000 0[N (DAU an DAK Non Fisk) Disdipore] 885 85 3 ] RS 0[N (DAU dan DAK Non Fisk) Disdkpoe| 930 E 30 0| 3316220000 0[N (DAU dan DAK Non Fisk) Distipora
T |Kemampuan erasi Niai 5 G G 5330 E [ EE G 6345 345 0 CEGE 5360) 5350 0 EEEE 75 B [
2 Niei I 5205 5245 [ EE EE 5260 5260) 0 B X BXE 5275 0 X EE 5290 BEl [
3 [Perbedaan skor erasi Niai 57 867 867 867 867] [ x‘s—z| 887 w—z| 882] 0 867] 867] 867| 867] 0 8‘ 857] | g
4 |Perbedaan skor numerasi Nilai 6,25 611 611 611 6,11 0of G‘Zﬁl 6,26 E‘Zﬁl 6,26 0] 6,11} 6,11} 6,11 6,11 0] 5,96 5,96 5,9 5,9 0)
5 |indeks ikim keamanan Nilai 71‘!E| 6849 6849 68,49 68,49 0of 68,64] 68,64] 68,64] 68,64 0] 68,79] 68,79 68,79 68,79 0] 68,94] 68,94] 68,94 68,94 0)
6 |indeks iim kebinekaan Nilai 56‘1é| 67,37 67,37 6737 67,37] 0of 57‘5-2‘_67‘52‘ 57‘5{ 67,52 0] 67,67] 67,67] 67,67] 67,67] 0] sn#—mz{ 67‘# 67.82] 0)

31



3.2.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan

Tabel 3. 2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026

Pencapaian SPM 2023 Pencapaian SPH 2024 Pencapaian SPM 2025 Pencapaian SPH 2026
Indikator Kinerja Jenis Layanan SPM Satuan [Tahun Dasar () 2022 ™ Sumber Pendanaan InstansiPelaksana | Penerima e niiasi | Sumber Pendanaan nsans Peaksana | Penerima . Sumber Pendanaan nstansiPeaksana | penerima s Sumber endanaan Instani Pelaksana
iy Realias Anggaran Layanan | Realas P Redlisasi Anggaran | R [ Realas N L Realsasi Anggaran
Daser Dasar Dasar
T 2 3 7 3 9 1T 7 g 3 3 © T 3 1 ) 2 2 7 7 % % 0 3 % B % %
KabupatenKota
1) [Pelayanan kesehatan ibu hamil 17,54 336854000 498D DAK DivkesPP(E| 6356|1635 3536968050 4080 /DA Dikes PG| 17041778 AP80 /DAY DnkesPpe|  1802|  180m2 3858501205 498D/ DAY Dinkes PP
[L_|Vaksi Tetass Difetr (1) Banpul a3 380 36 APED/OAK DikespPie| 4089 4om9 208 [ A550 oA DikestPRE| 4253 4% [F AP80 oA DikesPPRG| 4508|4508 4508 ey AP0/ oA| DinkesPPL)|
2_[Tabet Tambah Darah Tabe 1578410 TioLsn Lo AP /0AK DinkespPR8|_T72007| 1472007 T T Dinkes PPRB| 585628 155608 TSHsen 498D /08K Dikes PPKB|_ 1622505 | 162208 e Tensn 98 08| Dinkes PP
g [ deteksiresto o Haml, Tt Kehamian,Penerksaan H, Paket 17.549 571 15571 o 498D /DAK Dikesppig 16356 16356 1356 163% onkesers| | 1 ) q 4930 /DA oikespee| 18032 180 1802 1802 9 498008 Dinkes PG|
Pemerksaan Golongan Darah, Pemeiksaan Glkoproten Urn
| Karu ou Rekam Veds bu Paketl 75 577 5577 ] APD DAK DinkesPPRB] 16356 1635 635 1635 9 Dikes PG| 1704|177 T 9 APBD 0] DikespPRe| 18032 18032 8032 18032 9 (e DinkesPPLg)|
5 [Buku Kesehatan lu dan Anak (K] Buu 75 577 557 o APBD /DAK DinkesPPKE| 16356 16356 1635 1635 0 DnkesPE| 74| 177 T q 4980/ DA DikesPPRe| 18032 _1son T80 1803 o APED /DAY Dinkes o]
b [Kunungan 4K Orang 175 557 551 o 49D [DAK DikesPPR]_ 16356] 16356 1635 1635 9 Dinkes PG| 1704 1778 T 9 4980 /oA DikesPPRG| 18032 180n2 180 18032 9 Dinkes PP
7 |Dokerokier spesials kebidanan Orang 75 75 ] AP/ DAK Dinkes PP 7 3 75 9 inkes P 3 7 7 9 4980 /oA Dinkes PP 3 75 75 3 9 Dinkes PP
R EE Oang [ [ 55 ] AP/ DAK Dinkes PP 55 [ 5 55 9 Dinkes PP s 5 5 9 4580 /DAY Dinkes PP [ 5 55 [ 9 Dinkes PP
9 {peravat Oang 7 7 9 APED/DAK Dinkes PP 7 7 7 7 9 Dinkes PP 7 7 7 9 4980 DA Dinkes PP 7 7 7 7 [ Dinkes o]
2) [Pelayanan Kesehatan bu Bersal T 5500000 [ APBD [DAK DinkesPPKE| 16356 16356 S2am00 9 Dinkes PG| 1704|1708 q 4980 /DA DinkesPPte| 8032|8032 BT 3 DinkesPPYg)|
1 [Fomuir Partogr Fomr i S5 77 9 AP DAK DikesPPR]_ 16356] 16356 T35 T63% 9 Dinkes PG| 1704 1778 T 9 4980 /oA Dinkes PPRG| 18032 18032 50 502 9 Dinkes PP
2 [Kartu b (ekam med) Palet [ 571 5577 ] AP/ DAK DinkesPPR] 1656|1635 1635 16356 9 DinkesPPRG|__17.04] 1778 T 9 4980 /0A DikesPPRG| 18032 18032 18032 18032 9 Dinkes PP}
3| Buku Kesehtan bu dan Avek () Buku . 577 5577 ] AP DAK DinkesPPRB] 16356 16356 16356 1635 9 DikesPPRE|___17.4] 177 T 9 4780 /0AK| DikesPPR6| 18032 1s0n2 18032 18032 9 Dinkes PP
[2_|Dokterfdokter spesas Kebidanan dan Kandurgan Orang ) ] 0 ‘APBD / DAK Dinkes PPE| ] ) ) ] [l Dinkes PPe] ) % ) 0 APBD / DAK| Dinkes PPKe] ) a9 ] ) 0 Dinkes PPKe|
idan Orang % 3 5 [ AP DAK Dinkes PP 5 s 5 s 9 Dinkes PP s I 3 9 4980 /oA Dinkes PP} s 3 5 5 9 Dinkes PP
eraval Orang 3 3 9 AP/ DAK Dinkes PP 3 3 » 3 9 Dinkes PP 3 5 3 9 4980 /oA Dinkes PP} 5 5 3 3 9 Dinkes PP
elayanan Kesehatan Bayi Baru Lar Ss000000] ] AP/ DAK Dinkes PG| 16120 16120 36750000 9 Dinkes PPRG| 16926 16326 9 4580 /DAY DikespPG| 12| 17m2 T wswss 9 Dinkes PP
asin Hepats BO Vaksin ] 532 9 APED/DAK DinkesPPU] 16120 16120 10 510 9 Dinkes PPRE| 16926 1606 T3 9 4980 DA DikespPie| 12| 17m T T 9 Dinkes PP
Viamin KL ek Api 5352 15352 [ AP8D/OAK DinkesPPKE|__16120] 16120 16120 16120 3 Dinkes PPRB| 16926 1626 16926 o 498D /A DinkesPPt®| 1772|1772 i I 3 DinkesPPYg)|
[SalepTees Mata Antbiotk Orang 532 532 ] AP/ DAK DikesPPR] 16120 1620 16120 610 9 Dinkes PPRB|__16926] 1632 1632 9 4980 /oA Dikes PG| 1272|1772 T T 9 Dinkes PP}
Formui Bay Bar Lahi Formuir B3 352 ] AP/ DAK Dinkes PG| 16120 16120 610 510 9 Dinkes PPRG| 16926 16326 T2 9 4980 /0AY Dikes PG| 12772 17772 T 1 9 Dinkes PP}
Formui Marelemen Terpadu Bayi Muda (MTB) Oang 532 5352 9 AP DAK DinkesPPU] 16120 16120 T 15120 9 Dinkes PPRE| 16926 16326 T3 9 478D /0AK| DikespPRe| 1772 17772 7 T 9 Dinkes PP
©_|Buku Kesehatan bu dan Ak (KIA Buu 53 15352 o APBD /DAK DinkesPPKE| 16120 1620 16120 16120 0 DikesPPKB| 16926 | 6326 16526 q 2980 /DA DnkesPpt®| 2| 11m 1 T o Dinkes o]
7_|Dokerdokir spesias Anak Orang 5 3 [ AP DAK Dinkes PP 3 3 » 3 9 Dinkes PP 5 5 5 9 4980 /oA Dinkes PPL3) 3 5 3 3 9 Dinkes PP
e Orang 4 5 55 ] AP/ DAK Dinkes PP a5 55 i 55 9 Dinkes PP i [ [ 9 4980 /oA Dinkes PP a5 I 55 55 9 Dinkes PP}
9 [peranat Oang 5 5 ] AP/ DAK Dinkes PP 5 3 B 5 9 Dinkes PP} B 5 B 9 4580 /DAY Dinkes PP} 3 5 3 5 9 Dinkes PP
4] |Pelayanan Kesehatan Balta 5.8 LEI536500) 9 498D [DAK DinkespPi6| 74810 7asn0 Tol08e250 9 DikesPPRE| 7614|786t 9 4980 DAL e I e 210E725 851 [ 4980 08| Dinkes PP
1 ‘2""5;""2": :ait”"‘"q Pekembangan (PSP) alau siumen St |y ey 92.463 7305 7305 o 468D 0AK Dikesppis| 7410|4870 ngn 80 vikespPca| 7864|8614 st 408D /DA onkesppre|  s2su4| 25w a5 s Ap8D/0AK| Dinkes PP
Formuli Deteks Dn Tumbuh Kembang Ak (DDTK) Fomir 63 T30 T30 ] AP DAK Dikes PRG| 74870 74870 750 T80 9 Dinkes PPRG| 78614 78618 Toslt 9 A0/ oA| Dinkes PG| 82504 | o5t GEN w5 3 [ /w‘ Dinkes PPL})|
Buku Karu o can Ak (KIA) Bk 463 71305 E ] AP/ DAK DikesPPYG[ 74870 74870 7870 T80 9 Dinkes PPRG| 78614 78610 Tslt 9 4980 /0AY| DikesPPRG| 82504 ] ot EED =0 9 A980 /0| Dinkes PP
Viamh A Biu Kapsd 215 535 535 [ 49D [DAK DnkespPi] 1613 16123 1 513 9 DikesPPRE|__16929] 168 T3 9 498D 0] DikespPRe| 1755|1775 77 075 9 49800 Dinkes PP
Viamin A erah Kapsul 63 71305 71305 [ APBD [DAK DinkesPPKE|___74870] 74870 74810 74870 0 DikesPPKB| 78614 ] 78614 Te6i4 q 4980 /DA DinkesPPKB| 82544 | 8240 CET w254 o AP8D /DA Dinkes o]
5 | DPT -8 b, Campak, Rubel Valsin 19 [ % [ AP/ DAK DinkespPRG] 18907 18707 8717 717 9 Dinkes PPRB| 19653 19653 15653 9 4980 /oA Dinkes PPRG| 2063|2063 0 6% 9 A9 /oA Dinkes PP
7 vimﬂm“"w dasa;HBO, BCG, P, PY, DPT B Hb, Campak. | 1904 1261 1260 298D /DA OinkesPPRE| 1457|1497 1% g onkesprrs| 13| s 5723 498D /DA DinkesPPHE| 1659|6509 16509 16509 498D /08K Dinkes K|
| Jarum suntk dan Bahan Rabis Paka (BHP] Ut 7 71305 71305 [ APBD/DAK DinkesPPkE| 7470|7870 7480 7870 0 Dnkes PG| 7864|7861t Teo q AP0 DA DnkesPPte| 25| okt RN s 3 (IR Dinkes PPRg
Perlatan Anailaik Palel 3 5 o AP /0AK Dinkes PPE] 5 3 » 3 9 Dinkes PP 5 3 5 o [ /@‘ Dinkes P 5 3 3 5 9 Ap8D /08| Dinkes PP}
idan Orang % ) 0 ] AP/ DAK Dinkes PP 0 50 0 0 9 Dinkes PP 50 0 0 9 4980 /DAY Dinkes PP} 50 0 0 50 9 A98 /oA Dinkes PP}
oker Qg 5 5 ] APED/DAK Dinkes PP 3 5 5 5 9 Dinkes PP s 5 B 9 APBD /0AK| Dinkes PP s 5 5 5 9 4980 /0| Dinkes PP
eravat Oang 3 ] 9 APED/DAK Dinkes PP 5 5 3 5 9 Dinkes PP s 3 3 9 4980 /DAY Dinkes PP S 3 5 3 9 498D /DAY Dinkes o]
i Gii Orang 3 3 [ 9D DAK Dinkes PP 3 3 B3 3 9 Dinkes PP 3 £ B3 9 4980 /oA Dinkes PP} 3 3 3 3 3 3080 /oA Dinkes PP
Guru PAUD Orang 0 60 ] AP/ DAK Dinkes PP a0 10 50 a0 9 Dinkes PP 50 60 50 9 4980 /oA Dinkes PP} 50 ) a0 0 9 A9 /oA Dinkes PP
15 [Kader Kesehatan Orang 2051 2057 ] AP/ DAK DinkesPPU] 2057 2057 2057 2057 9 DikesPPRG| 2057 2057 2057 9 4580 /DAY Dikes PG| 2057 2057 2057 2057 9 A980 /0| Dinkes PP}
Pelayanan kesehatan pada usia dasar i SSL5E000) 9 AP8D/DAK DinkesPPY6__195780] 195780 556138000 9 Dinkes PPRG|__205569] 205568 9 4980 DAY Dikes PPR6| 215847 atsa7 GI5307105 9 4980 08| Dinkes PP
Buk Raport Kesehatanky Buu 186. 86857 Te6d57 o APBD [DAK DinkesPPKE| 195780 195780 195780 55780 9 Dinkes PPRB|__ 205569 205569 205563 q 498D /A Dinkes PPKB|__215847| 215847 20580 258 [ AP8D /DA Dinkes o]
2 [euu Buku [ 186457 186457 o AP /0AK DinkesPPR6| 195780 195780 195780 155780 9 Dinkes PPRB| 205569 205569 205569 o 4680 /A Dinkes PPKE| 215847 | 1547 205887 21584 o 498D /08| Dinkes PP}
Kuesiner Dolamen 3 5 o AP /0AK Dinkes PPKE] 5 3 0 5 9 Dinkes PP 5 5 » o 4680 /DA Dinkes P B B 3 3 [ APBD /0AY| Dinkes PP}
Fomui Rekapiies Hasi Pelayanan Kesefalan UsiaSekolh dan Dokumen 3 3 3 498D /DA Dinkes PP 3 3 5 5 2980/ DA Dinkes PPK3 5 3 35 o 498D /DAK| Dines PP 5 3 3 5 o 498D /DA Dinkes K|
Remja i Deam Selaeh
Formulr Relapitas Hasi Pefyanan Kesehatan Usa Sekoah dan Fomui k3 3 3 o 498D /DAK Dinkes PPHY| 3 5 5 3 468004 Dirkes PK 5 3 5 o 4080 /DA Dirkes P 5 3 3 5 o 4080 /DAY Dinkes PPKG
Remia di Lux Sekoah
©_|DokierDokter gt Orang E 5 5 ] RPD OAK Dinkes PPL)| 5 5 s 5 9 Dinkes PP 5 5 5 9 A5/ oA| Dinkes PPL3) 5 5 5 5 9 AP0 oA Dinkes PPL)|
7| Qg = [ a0 9 APED/DAK Dinkes PP [ a0 [ [ 9 Dinkes PP [ e [ 9 Dinkes PP [ e [ a0 9 Dinkes PP
(& _[peranar Oang [ 0 0 [ APBD [DAK Dinkes PG| 0 0 7 0 0 Dinkes P 70 0 7 o Dinkes P 0 [0 0 70 o Dinkes o]
9 [Ani G Orang i 3 [ [ AP /DA Dinkes PP [ [ i [ 9 Dinkes PP i I 3 9 Dinkes PPL3) 3 3 [ 3 3 Dinkes PP
0 [Tenaga Kesehatan Masyaraiat Orang E 3 3 ] AP/ DAK Dinkes PP 3 3 3 3 9 Dinkes PP 3 3 03 9 Dinkes P 5 3 3 5 o Dikes PKE|
1 [ou Qg 1082 1o 1o 9 AP/ DAK DikesePi] 18| 1o o oz 9 DikesPPR6| 1028 1o o 9 DikesPPR6| 18] 1o oz o 9 Dinkes PP}
2 [KaterKesehatan Qg 2057 2057 2057 9 APED/OAK DikespPi] 2057 2057 2057 2057 9 DikestPRe|_2057] 2057 2057 9 DikespPRe| 2057 2057 2057 2057 9 Dinkes PP
)_|Pelayanen Kesehatan Pada Usia Produktt 520,145 TessasLon] o AP /0AK Dinkes PPKE| 560618 | 560618 1717255050 9 Dinkes PPRG|__Sa869 | seseds q 4680 /A Dinkes PPKB|__618081| 618061 e 3 Dinkes PP
1 [Pedoman dan meda Komuikes, Iformasi, Edukas (KIE) Pedonan 3 ® 5 ] AP DAK Dinkes PP 3 5 3 5 9 Dinkes PP 3 3 3 9 4980 /oA Dinkes PP} 5 5 5 B o 408D /DAY Dinkes K|
[t ulur berat badan, Aat uur (g badan, Alat o ingharpent,
2 [Tensineter, Gikomeler, Tes Stip Gula Daah, Lancet, Kapas Akl unit o n n 98D DAK Dinkes PP n 0 n n 4580 /08K Dinkes PP ™ n n 4680 /DA Dinkes PP o n n 0 4080/ DA Dinkes PP
KT VA Tes
g [Formulrpencattan dan pelaporan plkzs Siem omasiPenyakt | kS ES E o 498D DAK Dinkes PP 3 5 5 E 4530 /08K Dinkes PP 5 E 5 9 498008 Dinkes PP 5 5 E 5 9 4080 /DAY Dinkes PP
[ [rdakwend (sPTh)
[%_[Doker Grang 5 5 ] HPD DAK Dinkes PPL)| 5 5 B 5 9 A550 /oA Dinkes PP 5 5 B 9 AP0 0A| Dinkes PPL3) 5 5 5 5 9 AP0/ oA| Dinkes PPL)|
(5 [ouan Qg 5 5 9 APED/DAK Dinkes PP 5 ] 3 5 9 Dinkes PP s 5 3 9 4980 /08K Dinkes PP 5 5 5 S 9 Dinkes PP
& [peranat Orang £ 3 [ 98D /DA Dinkes PP 3 3 3 3 9 Dinkes PP 3 £ B3 9 4980 /oA Dinkes PPL3) 3 £ 3 3 3 Dinkes PP
7 |mica Orang 3 5 ] AP/ DAK Dinkes PP 5 5 3 5 9 Dinkes PP 3 5 3 9 4980 /oA Dinkes PP} 03 5 5 3 9 Dinkes PP
& [ Tenaga Kesehatan Masyarakal. Orang 5 5 ] AP/ DAK Dinkes PP 5 3 0 5 9 Dinkes PP 3 5 0 9 4580 /DAY Dinkes P 3 3 3 5 [ Dinkes PKE|
9 [ Tenaga Non Keseftan Terth Oang 20 [ 2057 2057 ] AP DAK DikesePi]  2057] 2057 2057 2057 9 DikespPke| 2057] 2057 2057 9 4780 /0AK] Dikes PPk 2057] 2057 2057 2057 9 Dinkes PP




Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Satuan

Pencapaian SPM 2023

Pencapaian SPM 2024

Pencapaian SPM 2025

Pencapaian SPM 2026

Tahun Dasar (N) 2022] penerima niiasi | Sumber Pendanaan Instansi elsksana isiasi | Sumber Pendanaan nstans Pesksana | penerima Iniiasi | Sumber Pendnaan instansiPelksana | penerima nisiasi | Sumber Pendanaan Instansi pelsana
Loyanan | Realsasi l:::::n Realsas Anggaran Loyanan | Realsas l::';“;“ Realsas Anggaran Loyanan | Realsas l:::::" Realsasi Anggaran Loyanan | Realsasi l::;'::" Realsas Anggaran
Dasar Dasar Dasar Dasar
1 2 3 ] s 5 7 [ 5 10 n 2 1 1 15 15 77 18 1o 0 21 2 = 24 25 2 2 2 2 B 31 2 B B 3 B
Kabupateniata
7)_|Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 7| torse|  torses s q 498D /DAK Dinkes ke 15300| 175300 - 517.887.000 q o0,/ oA Dinkes PKE|__ 184635 | 184855 858781350 q 4980, DAL Dinkesp(E|__ 193930] 153530 | s [ 4980 /A Dinkes PPYg
L[S ui pemerisaan gul daran, koesterol Palet 13 [ ersm|  torsee o720 o752 q 498D/ DAK DinkesPte| _ 15s00| _ 15300 175500 17550 q T DinkesPPkD| 184635 | 184655 o465 16465 B 4950, A Dnves PP 1390 13m0 153530 153530 ] 3980, 0| Oinkes PPeg
rumen Abbreviated
2 [Mentl Test (ANT) dan nscumen Aciviy Daiy Lving (ADL) delam Paket|  Paket 5 3 S » 5 q 460/ 0AK P 5 3 5 5 9 108008 Dinkes PP 5 5 5 5 9 208008 P 5 5 » 5 q 2680/08 OinkesPPrg
Pengiiian Parpuma Pasien Gera (P3G)
3_[Buku Kesehatan Lansia Buku [ e o752 o752 g AP0 0K Dnkes PP 1590 w500 5500 175500 q 9800 DikespPRa|_tseess | 1shess o4 s q ¢ A Onkeserte] 1s3s0| _ 193530 15350 15350 q 4980/ 0AY Dinkes P
4 [ooker Orang 3 3 3 5 5 q APBD/DAK Dinkes PPKE| 3 3 5 5 q 080, 0 Dinkes PPL3) 5 5 35 3 o 4980, DAL Dinkes o] 3 5 5 5 f 490, 0| Dinkes PP
5 [pioan Orang w0 ) 450 ) @ q 498D/ DAK Dinkes FPi) ® & 40 w0 J =T Dinkes P 40 w0 10 & B 4750 OAY Dinkes 7] 0 40 40 w60 q A#80 /0AY Dinkes P
5 |peranat Orang 0 0 70 70 7 g AP DA Dinkes PP 0 0 70 7 q 2080, 0 Dinkes P 0 7 0 0 J 4980, DAL Dikes o] 0 0 70 7 q 49D /A Dinkes P
7 |mica Orang 5 5 B B 55 f 90 oK Dinkes PPR)| 55 55 5 B q o0 0| Dinkes PPR3) 5 5 5 5 [ e Dinkes PP 55 5 B B [ 4980/ 0AH Dinkes P71
5[ Tenaga Kesehatan Masyaraat Orang 5 55 3 3 B q APBD/DAK Dinkes o] 35 35 3 B q [ Dinkes P 5 B 5 5 J [ Dinkes o] 55 3 B 3 [l 498D /A Dines P
9 [Tenaga Non Kesehatan Terath Orang 20| 20w 2057 2057 2057 f 90 oK onkes ek 2057|2057 2057 2057 q o0, 0AY Dinkes ek 2057|2057 2057 2057 [ 4950 DAY Onkeseek| 2057|2057 2057 2057 [l 4080 /A Dinkes PPxg)
&) [Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi wons|  seas|  sezar g 4000000 q 498 DAK DinesPp(e|  ol206| o106 g 20w q w0,/ 0n DinkesPte|  oi2s6|  sazee 44100000 B 4980, DA Onestrke|eras|  er4m s q 0 0| Dines P
L et Hpetes dan meca Komunkas, femest Pedoman 5 3 3 5 5 o APBD /DAK Dinkes PPK| 3 3 5 5 9 so0 /oae Dinkes P 5 5 5 5 9 4080 /DY Oinkes PP 3 5 5 5 o 408D /0K Dikes Poxg
2 [rensimeter Uit 75 175 175 75 75 q 498D/ DAK Dinkes o) 75 175 175 75 J T Dinkes P 175 75 175 75 B 4750 A Dinkes 7] 175 175 75 75 q 4980/ 0AY Dinkes P2
N e e Y IR R s s ] oo SR [ [ s s ] ey SV I s s ] ey SR N . s s ] oo -
4 [ooker Orang 5 3 3 5 5 q APBD/DAK Dinkes o] 3 5 3 5 q o0, oA Dinkes P 3 5 5 5 q 4980, DAL Dinkes PP 3 5 5 5 [l 498D /0AY Dinkes PPeg)
5 [Boan Orang B 5 B > B g AP0 0K Dinkes PPRg) B B B B q 9800 Dinkes PPR3) B B B = q 00 /o Dinkes PPYg) 5 B 5 B ] 3080, 0| Oinkes PPeg
5 |Perawat Orang 5 3 3 5 5 q APBD/DAK Dinkes o] 3 3 3 5 q 90, 0 Dinkes PPL3) 5 5 5 3 o 980, DAL Dikes K| 3 5 5 5 [l 498D /A Dinkes PPeg
7 [Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang B B B > B g AP0 0K Dinkes PPRg) 5 B B B q 9800 Dinkes PPR3) B 5 5 B q A0 /o Dinkes PR B B 5 B ] 3080, 0| Oinkes PPeg
3) [Pelayanan Kesehatan Penderit Dizbetes Melitus Tigss|  woms|  losm - 45,0000 q APBD/DAK DinesPPkE| 0856|1086 - 725000 q 2000 0 Dikes PP 11399 1139 g 15612500 o 4980, DAL Dinespp(e| __ 11o63| 11569 1 somas [ A0, 0| Dinkes PPeg
1_|Gukometer, Stip Tes Gula Darah, Kapas Akahol, Lancet Unt ] I ) 10339 o33 9 498D/ DAK Dikes PR 10856 10856 056 056 J T Dikesppka| 11399 11398 1139 11358 B 4950 A e R ) 11569 1159 q 4980/ 0AY Dinkes P2
2_|Pedoman dan meda Komuikas, Informasi, Edukasi (E) Pedoman 3 35 3 5 5 g AP OAK Dinkes PPRg) 3 3 5 5 q 980, 0 Dinkes PPL3) 5 5 5 3 J 980, AL Dinkes o] 3 5 5 5 f 4980, 0| Dikes PP
3_[Doker Orang 55 55 B 5 B q 498D/ DAK Dinkes FP) 5 5 5 B J T Dinkes P 5 5 5 5 B 4950 A Dinkes ) 5 5 5 B q 4980/ 0AY Dinkes P
4 [Bican Orang 3 35 3 3 3 q APBD/DAK Dinkes o] 3 35 3 3 q [ Dinkes P 3 3 35 3 | [ Dinkes o] 35 3 3 3 q 408D /A Dines P
5 [peravat Orang 5 55 3 5 B f 90 oK Dinkes PPR)| 5 5 5 B q o0 0| Dinkes PPRD) 5 5 5 5 q 4950, DAY Dinkes PP 5 5 B 55 [l o0, 0| Dinkes PPvg)
5 |mica Orang 5 5 B B B q APD/DAK Dinkes o] 5 5 5 B q w0,/ 0ue Dinkes P 5 B 5 5 B 4980 DA Dinkes o] 5 5 B B q 408D /A Dines P
7 [Tenaga Kesehatan Masyarabat Orang 5 5 3 5 55 g 490 DK Dinkes PPR)| 5 5 5 B q o0,/ 0AY Dinkes PPR3) 5 5 5 5 q 4950 DAL Dinkes 7o) 5 5 B 5 [l 4980 /0AY Dinkes PPxg)
10) [Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jina (0DG) Berat aom|  aas a4 | amasend q 408D /DAK oneserre|  asar|  asar E 253454000 o ses0 /on onkeserre|  asso|  4se0 308126700 9 408008 onmeserrg{  sae|  sa o ssnes q 4680/08 OinkesPPxg
51k Pedoman Diagnoss Penggolongan Gangguan Jwa (PPDGI 1)
e Bk 5 3 ES 5 5 q 4080 DAK Dinkes o] 3 5 5 5 o 208003 Dinkes P 5 5 3 5 o 403008 Oinkes o) 3 5 5 5 o 40008 Dinkes |
bia sudah tersedia)
2 |Kicbers 2l fhoast Paket 5 3 B B B q 498 DAK Dinkes o] 3 5 5 B q 080 DA Dinkes P 5 B 5 5 B Apa0 /o3| Dinkes o] 5 5 B B q a0 0| Dines P
3_|Penyediaan formul pencatatan dan pelporan Fom 5 5 3 B 35 q 490 0K Dinkes PP 55 5 5 B q o0,/ oA Dinkes PPR3) 5 5 5 5 q 4950 DAY Dinkes 7o) 5 5 B 5 [l 4980 /0AY Dinkes PPxg)
4| Meda Komurikas, formasi Edukas (KIE) Orang B 5 B B B g AP OAK Dinkes PPR) 5 5 B B q 980, 0 Dinkes PPR3) B B 5 B [ 200 oA Dinkes PPN 5 B B B l 3080, 0| Oinkes PPeg
5 foen fesehatan oy » » s ”» » 9 araD/ 0AC oines g & & ”» ”» l om0 04 oines 1 » » & & q 4730/ 08 omesrrgl 75 & 5 ”» 9 a0, 0 s
11) [Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis T2 tesws|  losee T tsseszon] f 90 oK Dikes PR 16967 6067 [ tens q o0 0| DinesPpkE| 18266 | 18266 1715650855 g e Onkes Pk 1980 tsm0 [ tsnaras [ o0, 0| Dinkes o1
1| KIE (Leaflet, Lembar Balik Poster, Barner) Vedia B 3 B B B q AP8D/DAK Dinkes PG| 3 3 5 B q w0, 0ne Dinkes P 5 B 5 5 B 4980, A Dinkes o] 5 B B B q 408D /A Dines P
2 [ReagenznTB Paket 5 5 B B 55 q 90 DK Dinkes PP 55 55 5 B q o0,/ oA DinkesPPR3) 5 5 5 5 [ 4950, DAL Dinkes PP 5 5 B 5 [l 4980 /0AY Dinkes PPxg)
3 |Masker i umah tangga dan masker N95 Palet 5 5 B B B q 498D /DAK Dinkes o] 5 5 5 B q w0,/ oA Dinkes P 5 B 5 5 B 4980 DAY Dinkes o] 5 5 B B q 400 /0AY Dines P
4 ::"‘:“uha::‘f‘:;“de;Egg;a:;":;;:"yé‘:":ﬂz’“”“ Eer Alkohol Paket 3 3 3 5 5 o APED /OAK Dinkes PPY3)| 3 3 3 5 o ave0 /DA Dinkes PPY3) 3 5 3 3 o 298D /08K Dinkes oK) 5 5 5 5 o APBD /DA Dines P
5_|Catndge tes cepat molkuler Paiet 5 5 5 B 9 498D/ DAK Dinkes FP) 5 5 5 B J =T Dinkes P 5 B 5 5 B ¢ A Dinkes 7] 5 5 5 B q 4980/ 0AY Dinkes P23
5_|Fomu pencataan dan pelaporan Dokumen 35 3 3 5 q APBD/DAK Dinkes o] 35 35 5 3 q w0, oAt Dinkes P 5 3 35 3 | [ Dikes o] 35 3 3 3 q 40D /A Dinkes P
7_|PedomaniStandar Operasral Prosedr Dokumen 5 5 B B 55 f 90 oK Dinkes PPR)| 55 55 5 B q o0 0| Dinkes PPRa) 55 5 5 5 q 4950 DAY Dinkes PP 5 5 B 55 [l o0, 0| Dinkes o1
8 _|Dokier dokerspesals penyakit calam) dokter spesals paru Orang [0 o &7 I I q APBD/DAK Dinkes PPE| [ o o I q w0, oA Dinkes P o I o [ B 4980 DA Dikes o] o I I I q 408D /A Dinkes P
9 |peravat Orang v v @ I I g 90 DK DinkesPPR)| v v o [ q o0,/ oA Dinkes PPRa) o I o v [ 4950, DAL Dinkes PP v [ [ [ [ 4980 /0AK Dinkes PPxg)
10 [l Tekeik Laboratorkam Medi (ATLI) Orang [0 [ I ) o q APBD/DAK Dinkes o] o [ o W q w0, oA Dinkes P o o o u B 4980 DA Dinkes o] o o I I q 4980/ 0AY Dines P
11_[Penata Ronigen Orang 1 ) 1 2 2 q 490 0K Dinkes PP u P 2 2 q o0,/ 0AY DinkesPPRa) 2 2 2 I q 4950 AL Dinkes 7o) ) 2 2 2 [l 4980 /0AY Dinkes PPxg)
12 [Tenaga kesehatan masyerakat Orang v w & o o g AP OAK Dinkes PPR) v v I o q 980, 0 Dinkes PPL3) I o w v [ 200 o Dinkes PPN w I I o l 980, 0| Dinkes PPeg
13_[Tenaga non kesehatan erth atau mempuryai Orang 5 5 3 5 5 q 498D /DAK Dinkes PPK| 5 5 5 5 q o0,/ oA Dinkes PPe) 5 5 5 5 q 4950, AL Dinkes PP 5 5 5 5 [l 4980 /AY Dinkes PP1g)
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Teriieke! Virus Yang
12) [Melemahkan Daya Tahan Tubh anusia (Human Immunodeficency nys|  wes| 1060 | s q 460 DAK oinesepre| 2086|2056 E 539059500 ! 40009 onkesepre|  21616| 21616 566012475 9 4680/ onkeseere| 2269|2260 | ssasmos o 40009 Oinkes Poxg
virus)
1 |Media KIE (Lembar Balk,Leafll, Poser, Banner) Veda 5 5 5 B f 498D/ DAK Dinkes FP) 5 5 5 B J =T Dinkes P 5 5 5 5 B 950 A Dinkes P0) 5 5 5 B q 4980 /AW Dinkes P2
2_[Tes copat HIV (RO perama Palet 3 35 3 3 3 q APD/DAK Dinkes o] 35 35 3 3 J w0, oA Dinkes P 3 3 55 3 J 980, DAL Dinkes K| 35 5 3 3 q 498D /A Dinkes P
Saian Nedis Halbi Paka, Hardschoen, AKorl Swab, Plester,
3 [Lancetbarum Stri, Jarum Sput yang sesuaiacutainer dan Jarum Paket 5 5 S 5 5 q APED/DAK Dinkes PPK| 5 5 5 5 9 100,09 Dinkes PP 5 5 5 5 9 4080 /DA Dinkes oK) 5 5 5 5 o 40D /0K P
sesuai
[ e e e oo |y e = . ] e S I [ - = ] o] e e - . ] o S e = = ] woron] o]
5 [Dolcerdokter spesialispenyact dalamdokierspesils ut dankelamin | Orang o P I I I q 4980/ DAK Dinkes PP o o o I ! 10009 Dinkes PP P I P o 9 4980/ DA Oinkes PP P I I I q 4080 /0K Oinkes Poxg
5 [peraat orang v v I I o g AP0 0P Dinkes PPRg) v v I I q 980, 0 Dinkes PPR3) I I v v [ R Dinkes o) o I I ) o 4080/ 0AK Dinkes P
7 [oan Orang v n a7 [ I q 498D /DAK Dinkes o] o o o [ q 980, 0 Dinkes PPL3) o [ o o o 980, DAL Dinkes K| n [ [ I q 4980 /A Dinkes PPeg
Al TeknologiLaboratorum Medis (ATLHM) Orang w o & I ) q AP0/ DAK Dinkes FP) o o I o J T Dinkes P I o o W q 030 /o Dinkes PP v I I I ] 080, o Oinkes PPeg
9_[Tenaga kesehatan masyaraat Orang v n 7 [ [ g AP OAK Dinkes PPR) w w I I q 200, 0 Dinkes PPL3) o [ n v o 4980, AL Dinkes o] o I [ [ f A0, 0| Dinkes PPeg
10 [T trnt Orang 3 3 3 5 5 q 400 DAK Dinkes PP 3 3 5 5 ! 40009 Dinkes PP 5 5 5 5 9 4650/ Oinkes PP 3 5 5 5 o 4000 Oinkes Poxg
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3.2.3. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum
Tabel 3. 3 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026

Pencapaian SPM 2023 Pencapaian SPH 2024 Pencapaian SPM 2025 Pencapaian SPM 2026

N Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM Saluan Ta"[‘;g?;a' Penerima e nisiesi | Sumber Pendanzan | Instansi Pelaksana | Penerima e nisiesi | Sumber Pendanaan | Instensi Pelaksana | Penerima a nisesi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Penerima oty nsiesi | Sumber Pendanaan | - Instansi Pelaksana

Gy | Relas | Realisasi Anggaran | Redsas | Realsasi Anggaran Ly | Reliasi | Realisasi Anggaran g | Relisasi | Realisasi Anggaran
Dasar Dasar Dasar Dasar

T 2 3 ] 5 3 7 8 9 10 il 12 3 ] 15 16 fij 18 19 F) 21 7 3 % 3 % 7 % ) El 31 2 B E] % %
[ebupatenKola

1)|Pemenunan kebutuhan pokok air minum sehri-har

| SPAM J
1 8 Sambungonfumat/ 52 09|  86510| 86510 8510 %510| 11629164000 o APBD) DPUPR|  88010| 88010 8010 B010[ 9048250000 o APBD| DPUPR|  89510[ 89510 89510 89510[ 9049697000 o APBD) DPUPR|  91010| 91010 91010 91010( 9051183000 o APED| DPUPR)
SPAM Jaringan

2 e idokberwarna,tidok beross, idokberuso, idak 6209|  8510| 86510 8510 8510|  11829164000 0o APBD) DPUPR|  88010| 88010 8010 8010[ 9048250000 o APBD| DPUPR|  89510[ 89510 89510 89510[ 90495697000 o APBD) DPUPR|  91010| 91010 91010 91010( 9051188000 0o APBD| DPUPR)
Jberbay)

3 ; ! Rumoh Tanggo fEkIC] I ] R ) 35313 3531 0 APBD) DPUPR|  373813| 373813 7813 7813 0 APBD) DPUPR| 372313 372318 na3 3313 0 APBD DPUPR|  370813| 370813 370813 370813 0 APBD| DPUPR)
4 aringan Perpipaun terhadap Kuaitosair i keru, tidok berwarna, tidok berss ok Rumh Tanggo 33| B[ 75313 531 3531 0o APBD) DPUPR|  373813| 373813 33613 781 o APBD| DPUPR|  3n2313[ 372313 32318 3 o APBD) DPUPR|  370813| 370813 30813 30813 0o APBD| DPUPR
Jberbus, tidk berbau)

2)|Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Rumah Tonggo
Limboh Setempat

1 agimasyor Rumoh Tanggo 613 1658 168 165 1658 950929700 0o DAK dan DAU| DISPERKIMHUB] 915 515 915 sis|  9632855.000 o DAK dan DAU/ DISPERKINHUB] sts 915 915 sis| 9632855000 o DAK dan DAU| DISPERKIMHUB] s15 515 sts sis|  9632855.000 0 DAK dan DAU| DISPERKIMHUB]
<25 jivahetor)

2 Rumoh Tanggo 50 S S S 13 600956000 0o DAL DISPERKIMHUB| 31 31 311 aif 728216000 o DAY DISPERKINHUB] a1 311 31 ar| 728216000 o DA DISPERKIMHUB| 31 Bl a1 1| 728216000 0 DAY DISPERKIMHUB]
seluruh wiyah

lperkotoan)




3.2.4.

Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 3. 4 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026

an SPM (2023 Pencapaian SPI (2024) Pencagian SPH (3) Pencapaian SPM (4] Pencapien SPH (45
o Indikator Kinera ! Jeni Layanan SPM Satuan Tahun Dasar (022) | Penerima ™ Iniiasi| Sumber Pendanzan | - Instansi Peleksana | Penerima ™ nisasi | Sumber Pendanzan | Instansi Pelaksana | Penerima ™ nisasi | Sumber Pendanaan | InstansiPelaksana | Penerima . Isiasi | Sumber Pendanaan | - InstansiPelaksana | Penerima ™ hisiasi | Sumber Pendanaan | stansiPeaksana
Layanan | Redlisas La\‘;nan Realssi Anggaran Layanan | Redlisasi P Redlisasi Anggaan Layanan | Redlisesi P Realsas! Anggaran Layanan | Realisst L; i Realisasi Anggaran Layanan | Realisasi P Reaisasi Anggaran
] ! i ) 2y ! )
Disel ' Diset i Daser i Desar Disel i
1 1 3 4 § [} 1 8 9 )] 1 12 13 ) 1 1 I 1 1 i) s ] 3 % B % il i) ] k] 3 2 B K ¥ ¥ kil 3 k] 4 4 2 8 4
Kaupetenkon
T i
) 1y .
1 [ertfkas Peunaten d
1 Runah [ [i [ [ [] | q
3 [Reits b otan encara Rumeh [} 1 1 1 jl 0000 0| DAU| Disprinhi 1 1 15000000 ) DAY Diserinnu i i g 5 0000 [ DAY Diperiniuh 9 9 E 5 00000 DAU| Disprinhi i [l 9 i 9000000 DAU| Disperinhi
4 [Pemtangunan kembal uneh e hotan bencana Runih (| | { [ [j [
5 [Pembangunan by d s Rumah 1 1 1 1 1) A DAU| Dispernhi 9 9 200000 ) DAY Diserinhu ) ) [ N 50000 ) DAY Disperimlub ) F [ o 6000 DAU| Disperinhi 1 [ ) SR DAU| Disprinhit
e A T DA S T T
1 | | \ |
1 :L"”W:V T [ 1 1 1 jl 31036%{ [ DAU| Disperinhi 1 1 B0 ) M| Diserinhu jl ! 1 1 o0 [ DAY Disperimlub 1 1 1 1 7000 DAU| Disperinhi| 1 1 jl T00000) DAU| Disprinhit
1 [F ). Runeh [ [ [ [ 0 [ [ [ [ [ [ [ [
: uneh [ [ [ [ [ [
] Rumeh 1 fl [l [ [j o[ 0 DAU| Disprinhi f| f| 0000 ) DAY Digerinnu i [ g 5 000 [ DAY Disperimlub) § 9 i 5 %000 DAU| Disprinhi j fl 9 i S5.00000) DAU| Disprinhit
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3.2.5. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 3. 5 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM

Satuan

Tahun Dasar (2022)

Pencapaian SPM 2023

Penerima
Layanan

Mot
Layanan

Anggaran

‘Sumber Pendanan

Instansi Pelaksana

Pencapaian SPM 2024

Penerma
Layanan

Mot
Layanan

Anggaran

Sumber Pendansan

Instansi Pelaksana

Pencapaian SPM 2025

Penerma
Layanan

Mutu
Layanan

Anggaran

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

Pencapaian SPM 2026

Penerima
Layanan

Mt
Layanan

Anggaran

Sumber Pendanaan

Instansi Pelaksana

T

T

— ey

5

7

5

FE}

T

T

b

F2

=

=

3

£Q

R

7}

=

Standar sarana prasarana Satpol PP (jumiah
on kualitas barang dan jasa  a. gedung
kantor, b. kendaraan operasional, .
[perlengkapan operasional)

430.321.500]

ApeD|

saTPOLPP)

430,321,500

ApeD|

saTPOLPR)

430321500

e

satPoLPP)

430,321,500

e

saTPOLPP

Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol

dokumen

5.000.000)

ApeD|

saTPOLPP|

5.000.000

ApeD|

saTPOLPP|

5000000

Ape)

satPoLPP)

5.000.000

Apeo)

saTPOLPP)

3

1
7] [Kebencanaan

Standar peningkatan Kapasitas angEots
Satpol PP dan anggota Perlindungan
masyarakat (jumlah don kualitas

ApeD|

saTPOLPP)

25.000.000

ApeD|

saTPOLPP)

43100

apeD)

satPoLPP)

5.543.100

Ape)

saTPOLPP)

G

e 10 000]

Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan
bencana melalui penyusunan dokumen
Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB
dalam bentuk dokumen yang sah/legal)

dokumen

75.000.000]

apeD|

spep|

el

apaD|

spap|

wal

e

ereo)

100.000.000

ape)

&peo)

Identifikasi dan pemetaan terhadap warga
negara di kawasan rawan bencana

726453

726453

726,453

726453

726453

ApeD|

&pap|

726453

726,453

726453

726453

ApeD|

&pap|

726453

726453

726453

726453

ApeD)

epeo)

726453

726.453

726453

726453

&)

[Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatay
muka dengan penduduk di daerah rawan
bencana, melalui media sosial dan wahana
multimedia)

726453

726453

726453

26453

726453

285,180,000

apeD|

&pap|

726453

72605

26453

726453

424360000

apeD|

&pap|

726453

726,05

726453

726453

400,000.000

ape)

epao)

726,453

726453

726453

726453

450.000.000

ape)

&peo)

[Fenyediaan dan pemasangan rambu
evakuasi dan papan informasi publik KIE per
iz bens

ApeD)

BpeD|

sl

ApeD)

BpeD|

apeD)

ereo)

)

TT50.000.000]

Sarana prasarana Bencana
(seperti : tendo komando, mobil rescue,
dapur umum, tenda posko kesehatan, air

m

350,000,000

280

350000000

350,000,000

350,000,000

Peningkatan kapasitas personil/Sumber
Daya Manusia (SOM) (terlatinnya aparatur
ang menangani sub-urusan bencana dan
Warga Negara yang berada di kawasan
rawan bencana)

Lago

1480

Lag0

Lago

800,000,000

ApeD|

BpeD|

1251.433.000

apeD)

speD|

1500

1303.696.000

apeD)

ereo)

1500

1.357.806.000

)

D)

TFen|

Tre0|

[Aktivasi sistem komando penanganan
darurat bencana (terlaksananya koordinasi
sistem komando oleh pusdalops
[penanggulangan bencana dalam penyiapan
[petugas penanganan darurat bencana)

posko

2120

apeD)

speo|

apeD|

spao|

e

ereo)

&)

Pendataan terhadap warga yang
korban bencana

2200

apeD|

&pap|

2.775.000000

2625000000

&pap|

ape)

epao)

2:625.000.000

&peo)

[Melakukan respon cepat darurat bencana
(penyediaan dokumen kaji cepat dan
[penetapan status darurat bencana)

Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB)

layanan

63.079.000]

apeD|

Dinkes|

apeD|

Dinkes|

e

DiNKes|

Ape)

omkes|

Pelaksanaan pencarian, pertolongan
evakuasi korban bencana

layanan

2200

200,000,000

apeD|

&pap|

425.000.000

apeD)

epap|

450.000.000

ape)

epao)

450.000.000

Apeo)

&peo)

Tingkat waktu tanggap (response time) 15
menit sejak diterimanya informasi/laporan
sampai tiba di lokasi dan siap memberikan
layanan penyelamatan dan evakuasi
(Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan
Evakuasi oleh Dinas Damkar dan
Penyelomatan, kelompok relawan
[pemadam kebakaran/redkar)

3218.639.000

ApeD|

saTPOLPR)

2398 504,411

ApeD|

saTPOLPR)

2471361943

apeD)

satPoLPR)

2:546.157.802

pe0)

saTPoLPP

=z ‘Penanganan
kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
(seperti SOP MKKG, Pemadaman di

P2

dokumen

ApeD|

saTPOLPP)

ApeD|

saTPOLPP)

apeD)

satPoLPP)

Ape)

P

Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos
domkar & mobil damkar sebagai contoh
mobil damkar, kapal damkar, mobil
Penyelomatan, mobil tangki air, mobil
komando, .. dil), penyelamatan dan
evakuasi (hefm petugas Penyelamatan,
liaket, .. dil)

it

1360.745.000

apeD|

saTPOLPP)

135.300.000

apeD|

saTPOLPP)

apeD)

satPoLPP)

apeo)

P

Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan
penyelamatan/sumber Daya Manusia
(jumiah aparatur SOM damkar yang teloh
mengikuti pelatihan, minimal pemadam 1)

ApeD|

saTPOLPP|

234050000

ApeD|

saTPOLPP|

e

satPoLPP)

Apeo)

satpoLPp)

Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan
evakuasi bagi warga negara yang menjadi
korban kebakaran (korban jiwa langsung)

tayanan

apeD|

saTPOLPP)

wal

3185.525.000

apeD|

saTPOLPP)

wal

il

wal

5.319.807.750

apeD)

satPoLPP)

ape)

P

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi
warga negara yang terdampak kebakaran
(korban jiwa yang mengalami luka fisik,
hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta

dompak sosial akibat kebakaran)

layanan

ApeD|

satPOLPP|

el

ApeD|

saTPOLPP|

al

wal

ApeD)

satPoLPP)

al

Apeo)

satpoLpp)
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3.2.6. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial

Tabel 3. 6 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2026

Pencapaian SPM 2023 Pencapian SPM 2024 Pencapaian SPM 2025 Pencapeian SPM 2026
No Indiketor Kinera | Jenis Layanan SPM Satuan | Tahun Dasar (2022) | Penerima M‘M Iisiasi Sumber Pendanaan InstansiPelaksana | penerima e Iisiasi | Sumber Pendanaan InstansiPelaksana | penerima e Iisiasi | Sumber Pendanaan InstansiPelaksana | penerima e Iniiasi | Sumber Pendanaan InstansiPelaksana
[P Realas ayn Reaissi Moggaran Loyanan | Redlssi oyn Realas Mrggaren g | Rl | Realsasi Anggaran g | Rl | Reaisasi Mggaran
Dasar Dasar Dasar Dasar
T 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 1 15 16 17 18 19 ) 20 7 3 2] 3 % i ) ] El 31 2 B 3 E %
[Kabupaten/Kota

1) |Rehahiltas Sosial Daser Penyandang Disabltas Terlanar i Luar Pant 7 Tt 7 77 0t 01 Tt 01

1 [tayanan dta dan pengatian Orarg E) E) E) E) 0| ;omow ) DINSOSP3A 15 i i i 20000 08 DINSOSP3A i 5 5 5 20000 08 DINSOSP3A i 5 15 s[ 20000 4980 DINSOSP3A
3 [Penyediaan permakanan Orang. 150 150 150 150 150 '347.000.000 APBD. DINSOS P3A 150 150 150 150 276.365.000 APBD DINSOS P3A 150 150 150 150 276.365.000 APBD. DINSOS P3A 150 150 150 150 276.365.000 APBD. DINSOS P3A
4 |Penyediaan sandang. Orang £l 150 150 150 150 55.031.000 APBD DINSOS P3A 150 150 150 150 100.242.000 APBD DINSOS P3A 150 150 150 150 100242.000 APBD DINSOS P3A 150 150 150 150 100.242.000 APBD DINSOS P3A
5 [Penyediaan alat banty Orang. 160 120 120 120 120 105.000.000 APBD. DINSOS P3A 100 100 100 100 529.135.000 APBD. DINSOS P3A 64 64 64 64 53.094.000 APBD. DINSOS P3A o 6 B o 53.094.000 APBD. DINSOS P3A
7 [Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial Orang. 100 100 100 100 100 149,920,000 APBD. DINSOS P3A 100 100 100 100 43975000 APBD. DINSOS P3A 100 100 100 100 43975000 APBD. DINSQS P3A 100 100 100 100 43975.000 APBD. DINSOS P3A
8 Pertemuan 1 1 1 1 1 ) DINSOS P 1 1 1 1 105 DINSOSP3A 1 1 1 1 ) DINSOSP3A 1 1 1 1 98 DINSOS P34
9 s, Kt Tnda Pencl At K, it ik, Orang. 4 1 1 1 1 APBD. DINSOS P3A 1 1 1 1 APBD. DINSOS P3A 1 1 1 1 APBD. DINSOS P3A 1 1 1 1 APBD DINSOS P3A
0 Orang. 133 140 140 % 140 150,000.000 APBD DINSOS P3A 140 40 %0 140 182.000.000 APBD. DINSOS P3A 140 40 140 40 182.000.000 APBD. DINSQS P3A %0 40 140 % 182,000,000 APBD. DINSOS P3A
1| Pemberian pelayanan penelsuran kelarga Orang

(12 renbeinpeiarn et Orerg E]) 5 5 5 =) DINSOS P 5 50 5 5 103 DINSOSP3A 50 50 50 50 =) DINSOSP3A 5 50 5 5 =) DINSOSP3A

2) |Rehabiltas SosialDaser Anek Telanar i Luar Pant 130 20 210 20 20 210 20 FiT)

1 [tayanan dta dan pengatian Orarg E) E) E) E) 0| somom 4080 DINSOSP3A 1 1 1 1 37000000 108 DINSOSP3A 1 1 1 1 37000000 ) DINSOSP3A 10 1 1 n|  somow 4980 DINSOSP3A
3 [penyeican permatanan Orarg 10 10 1m 10 W] 1028000 ) DINSOSP3A 10 10 10 1m 16050000 08 DINSOSP3A 10 10 10 | 000000 108 DINSOSP3A 10 10 10 w| 160500000 4080 DINSOSP3A
4 |Penyediaan sandang. Orang 100 100 100 100 17.496.000 APBD. DINSOS P3A 100 100 100 100 20150000 APBD. DINSOS P3A 100 100 100 100 20150000 APBD. DINSOS P3A 100 100 100 100 20.150.000 APBD DINSOS P3A
3) |Behabitas Sosia Daser Lanjut Usia Terantr i Luar Pant 155 215 7 50 50 7 50 [

1 [tayanan dtadonpengatian Orarg 15 55 15 15 15 ) DINSOSPIA E) 0 E) E) 108 DINSOSP3A 0 E) E) E) ) DINSOSP3A E) E) » E) 4980 DINSOSP3A
3. |penyedioan permakanan Orarg 9 100 10 10 | 16880 ) DINSOSPIA 10 10 10 10 160500000 08 DINSOSP3A 100 10 10 | 150300000 ) DINSOSP3A 100 10 10 w[ 180500000 4980 DINSOSP3A
4 |penyedian sandeng Orarg 9 100 1 100 I ) DINSOSP3A 10 10 10 10 30295000 108 DINSOSP3A 10 10 10 10 30295000 ) DINSOSP3A 10 10 10 w0250 4980 DINSOSP3A
4 ::Tmasw Sosial Dasar Tuna Sosial Knususnya Gelzndangen dan Pengeis di Luar . 0 w w w w » w

1 [tayanan dta dan pengatian Orarg 0 n 0 n n ) DINSOSP3A 1 1 1 1 108 DINSOSP3A [ 1 1 1 08 DINSOSP3A [} 1 1 1 4980 DINSOSP3A
2 [penyediaanayanan kedarrtan yanan s cepat Orarg 50 50 5 50 | ;om0 4080 DINSOSP3A 50 50 5 5 20000 108 DINSOSP3A 50 50 50 50 20000 108 DINSOSP3A 50 50 50 o[ 20000000 4080 DINSOS P34
3 |penyedioan permatanan Orarg E) [ » n 0| 8700 4080 DINSOSP3A » 0 » [ 32100000 108 DINSOSP3A 0 0 0 0 3210000 108 DINSOSP3A n ) 0 ol 21000 4080 DINSOSP3A
4 |penyedioan sandang Orarg [ » n » 6063400 4080 DINSOSP3A » 0 » [ 5340000 108 DINSOSP3A 0 0 0 ) 5340000 108 DINSOSP3A n ) 0 n 5340000 4080 DINSOSP3A
5) Ben‘ca:va p ah;pa‘;m;ia wE Bencana BagiKorban 1500 855 %6 9%66 9%6 %6 96 96

1 [penyeiaan permatanan Orarg 1500 ) ) ) @] 263500 ) DINSOSP3A ozn »zn a0 o 20633000 03 DINSOSP3A 0 n n | w6360 108 DINSOSP3A 0 n w a| 263600 980 DSOS P34
2 [Penyediaan sandang Orang. 350 150 150 150 150 190.760.000 APBD. DINSOS P3A 130 130 130 130 '90.760.000 APBD DINSOS P3A 130 130 130 130 90.760.000 APBD. DINSOS P3A 130 130 130 130 90.760.000 APBD. DINSOS P3A
3 [Penyediaan tempat penampungan pengungsi Unit 2 1 1 1 1 169.874.000 APBD. DINSOS P3A 1 1 1 1 188.094.000 APBD DINSOS P3A 1 1 1 1 188.094.000 APBD. DINSOS P3A 1 1 1 1 188.094.000 APBD. DINSOS P3A
4 |Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang/Kelompok 2 115 115 15 15 125.790.000 APBD. DINSOS P3A 15 115 15 15 135,676,000 APBD. DINSOS P3A 115 115 115 115 135,676,000 APBD. DINSOS P3A 115 115 15 115 135,676,000 APBD. DINSOS P3A
5 [Pelayanan dukungan Psikososial Orang. 250 150 150 150 150 44516000 APBD. DINSOS P3A 300 300 300 30 51.266.000 APBD. DINSOS P3A 300 300 300 300 51.266.000 APBD. DINSOS P3A 300 300 300 30 51.266.000 APBD. DINSOS P3A
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan
pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti
keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM
menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang
mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran
operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematik ini dimaksud antar-
dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem
perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan
berjenjang dimulai dari perencanaan jangka panjang yang dijadikan
arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu
Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu
tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu
proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya,
sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai
dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses
perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis
daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah
maupun yang sifatnya tahunan.

2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar
oleh Pemerintah Daerah.

b) Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran
yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

c) Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan
dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan
Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

d) Strategi, arah kebijakan dan progam pembangunan daerah,
khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam
menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam

pemenuhan kebutuhan dasar.
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Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat
Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat
Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan

kebutuhan dasar.

f) Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya

dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian

pemenuhan kebutuhan dasar.

Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

a)

Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan
Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan
dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan
kebutuhan dasar.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk
memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam
rencana kerja tahunan.

Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan
dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan
sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya
dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian

pemenuhan kebutuhan dasar.

Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra

Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:

a)

b)

Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan
dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya
dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat
Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran
kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan
dasar.

Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan
memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya

dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif
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5.

dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian
pemenuhan kebutuhan dasar.

f) Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan
dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar.

Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat

Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:

a) Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan
upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

b) Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan
dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
pemenuhan kebutuhan dasar.

c) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya
dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif
dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian
pemenuhan kebutuhan dasar.

Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penggaggaran

Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran

juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan

pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan
semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja

Pemerintah  Daerah  (RKPD) sebagai instrument rencana

pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang

setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum
disepakati dengan DPRD.

c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan
dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah

sebagai dasar Penyusunan APBD.
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BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis
Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap
Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target
dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu
dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang
akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk
mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan
maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlansung sesuai
dengan perencaaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan
mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu
perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan
bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan
sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan
memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan,
penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian
proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila
ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga
kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan
menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan
kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk
memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan
diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan
telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan
terbuka.

2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang
direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk
pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat

tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai
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dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait
pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam
penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan
sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber
daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan
tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang
menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada
pemborosan atau penggunaan berlebihan.

Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan
memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab
selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai
penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media
pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti
pada saat pelaksanaan pemantauan.

Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan
sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk
memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan
kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar
pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam

mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

a.

Ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan
administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan
prosedur yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan/ auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan
layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai
mereka.

Laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang
membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai
akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
Penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang
membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa
antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau

capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi

rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran

yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang

dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah
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berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan
SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten
Kebumen, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu
sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara
realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori
tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka
dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan
memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran
maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai
juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada
saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi
kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan
antara lain:

1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun

tidak dalam pelaksanaan SPM?

2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah

menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?

3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan

kebijakan atau regulasi di atasnya?

4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa

pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing
bidang SPM?

b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki,
apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak
jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?

c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM
untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh
warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai
perundangan?

d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa
yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara

lain:

1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
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2)

3)

4)

5)

Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan
dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan
perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam
menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor
koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama
yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
Apakah ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan
pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada,
apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat)
dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada
masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan
bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga
nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah?
apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan
koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan

itu dapat diatasi?

Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen

kerja antara lain:

1)

2)

3)

Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk
menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa
masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim
penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan,
perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem
manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?

Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa
masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi
salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini

dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara

lain:

1)

2)

Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang
memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon
penerimanya?

Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola

pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah
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3)

4)

5)

6)

7)

ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun
anggaran?

Apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara
pariabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap
layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan
anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap
bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi
anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam
melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika
dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target
pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang
dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan
mengapa?

Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM)
kepada warganya?

Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran
nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa
banyak warga yang terlayani?

Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga
nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat
yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total
cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi

dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan

tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

Pelayanan Dasar

Jenis Mutu Indikator L Presentase
Layanan Satuan Target Realisasi . Permasalahan
Dasar SPM Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat

dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan

data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan

suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan
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untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi
berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran
tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan
penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan
sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin
banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin
membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan
dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan

evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur,
Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi
berbasis web (e-SPM): https://spm.bangda.kemendagri.go.id.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM
dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian
Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan
dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks

Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target

pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;

2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;

dan

3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap

Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?

2) Bagaimana SPM diposisikan?

3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran

SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan
dapat menjawab permasalahan utama SPM?

4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan

Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu
layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan

pemenuhan SPM?
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5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub
kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap
bidang SPM?

Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam

melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM

dengan menganalisis terfokus terhadap:

1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan
SPM?

3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk

mengatasi permasalahan tersebut?

47




BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama
diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah
program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih
menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa
dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode
sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar
pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen masih terdapat
beberapa urusan yang belum maksimal, hal tersebut diakibatkan banyak
faktor salah satunya kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam
penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhan
masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian
pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima
dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen

pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. SARAN

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan
Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan
pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Kebumen.

2. Penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Kebumen berkaitan dengan
nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum
pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta
pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

3. Tim penerapan SPM Kabupaten Kebumen secepatnya mengoordinasikan
rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan, guna
pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan
Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan
penganggaran.

4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan
yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu:
https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login.
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5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui
Kerjasama Corporate Social Responsbility (CSR) dan sumber-sumber lain

yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat

untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
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LAMPIRAN

1. Inovasi mendukung SPM Pendidikan

a. Sekolah Inklusi

Sosialisasi gerakan kembali ke sekolah di pondok pesantren dan
pemberian beasiswa kurang mampu, merupakan salah satu strategi

dalam meningkatkan capaian peserta didik pendidikan dasar (SD dan
SMP).

2. Inovasi mendukung SPM Kesehatan

a. Jetstar (Jemput, Siaga, antar Pasien Persalinan)

b.

C.

Pelayanan antar jemput gratis bagi ibu bersalin dengan pusling dan
didampingi nakes (bidan).

Paket Jitu (Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu)

Pelayanan kesehatan jiwa kerjasama lintas Program dan Lintas Sektor.
Demen Pete (Kader mencari dan mengirim suspek TBC)

Pencegahan penularan dan penyebaran TBC bekerjasama dengan kader.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO
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